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MOTTO 
 
 .....ِتاَرْيَخْلا اوُقِبَتْساَف....   
Berlomba-lomba dalam kebaikan (Al-Baqorah:148)
1
 
                                                          
1
 Soenarjo, dkk, Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta, Al-Mujamma’:1971) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ix 
 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء 
Hamza
h 
...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
 
 
 
x 
 
Contoh: 
No 
Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Zukira 
3. ةهري Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ي...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لسح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan u> u dan garis di atas 
xi 
 
wau 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ميق Qi>la 
3. لىقي Yaqu>lu 
4. يمز Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinyaadalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh :  
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l 
2. ةحهط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 
 
 
xii 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّىتز Rabbana 
2. لّصو Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
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1. مكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhuduna 
3. ؤىنا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 محمد ام ولىوزارل  Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
 هيمناعنا بز للهدمحنا Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
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Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 هيقشاسناسيخ ىهن الله نلو 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-
ra>ziqin / Wa innalla>ha lahuwa 
khairur-ra>ziqi>n 
 ناصيمناو ميكنا اىفوأف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / 
Fa auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
Isnan Nugroho, NIM: 152111176, “ANALISIS PUTUSAN PERKARA 
SENGKETA EKONOMI SYARIAH NOMOR 0815/PDt.G/2018/PA KLt. 
TENTANG PERLAWANAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN)”. 
Permasalahan yang terjadi adalah pelawan atas saudara riyanto menggugat pihak 
terlawan PT BPR Insan Madani, dalam kasus pelawan merasan dirugikan karena 
tanah yang telah disewakan dari terlawan 1 atas nama saudara Moh.soleh ternyata 
sudah pernah di sengketakan kepada PT. BPR Syariah Insan Madani sebagai 
jaminan atas mudharabah dan dimasa perjanjian Moh soleh mengalami angsuran 
yang macet sehingga dari pihak PT. BPR Syariah Insan Madani setelah tiga kali 
memberikan somasi terhadap terlawan 1 moh. Soleh dan tidak ada tanggapan 
akhirnya PT. BPR Syariah Insan Madani akan melelang tanah tersebut dan 
permasalahan ini dibawa ke Pengadilan Agama Klaten dengan nomor perkara 
0815/PDt.G/2018/PA Klt. Adapun tujuanya adalah untuk mengetahui 
permasalahan yang terjadi antara Pelawan (riyanto) dan terlawan (PT BPR 
Syariah Insan Madani, terlawan I (Moh. Soleh), terlawan II (Sri murwani) serta 
mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara. 
 Jenis penelitian ini adalah kepustakaan yaitu penelitian yaitu penelitian 
dengan mengumpulkan bahan-bahan penelitian dengan membaca berkas putusan 
Nomor 0815/Pdt.G/2018/PA Klt.KUHPer, KUHP, UU No. 3 tahun 2006 tentang 
perubahan atas Undang-undang No. 7b tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 
Putusan Mahkamah Agung No. 3089/PDT/1991.  
 Kesimpulan yang dapat diambil adalah permasalahan pelawan dan 
terlawan dalam perkara Nomor 0815/Pdt.G/2018 di Pengadilan Agama Klaten 
tentang perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan dalam perkara ini melanggar 
kewenangan absolut, yang seharusnya gugat tersebut termasuk gugat Perdata di 
Pengadilan Negeri perkara perjanjian sewa-menyewa antara pelawan dan turut 
terlawan tersita I dan turut terlawan tersita II. Dalam hal ini pelawan tidak 
memiliki legal standing. Hakim dalam ini bertujuan untuk kebaikan dan keadilan. 
Oleh karena itu hakim Pegadilan Agama pantas menolak gugatan pelawan karena 
memiliki landasan hukum yang tepat dan adil. 
 
Kata kunci: Putusan Hakim,  Perlawanan Eksekusi, Hak Tanggungan. 
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ABSTRACT 
 
 Isnan Nugroho, NIM: 152111176, "ANALYSIS OF DECISIONS OF 
THE ECONOMIC DISPUTE SHARIA NUMBER 0815 / PDt.G / 2018 / PA KLt. 
CONCERNING SERVICE RIGHTS EXECUTION RESPONSIBILITY) ". The 
problem that occurred was that the contender of brother riyanto sued PT BPR 
Insan Madani, in the case of the contender, the squatter was harmed because the 
land that had been leased from opponent 1 on behalf of brother Moh. Was 
apparently already in dispute with PT. BPR Syariah Insan Madani as collateral 
for mudharabah and during the agreement Moh soleh experienced a bad 
installment resulting from PT. BPR Syariah Insan Madani after three summonses 
against one moh opponent. Soleh and no response finally PT. BPR Syariah Insan 
Madani will auction off the land and this matter will be brought to the Klaten 
Religious Court with case number 0815 / PDt.G / 2018 / PA Klt. The aim is to find 
out the problems that occur between (riyanto) and the most challenged (PT BPR 
Syariah Insan Madani, the first opponent (Moh. Soleh), second opponent (Sri 
murwani) and know the judge's consideration in deciding the case. 
 This type of research is a library of research that is research by 
collecting research materials by reading the decision file Number 0815 / Pdt.G / 
2018 / PA Klt.KUHPer, KUHP, Law No. 3 of 2006 concerning amendments to 
Law No. 7b of 1989 concerning Religious Courts, Decision of the Supreme Court 
No. 3089 / PDT / 1991. 
 The conclusion that can be drawn is the problem of contenders and 
opponents in case Number 0815 / Pdt.G / 2018 in the Klaten Religious Court 
concerning resistance to Execution of Mortgage Rights in this case violating 
absolute authority, which should include the Civil claim in the District Court in 
the case of the lease agreement between the contenders and the opponents were 
seized by the I and the opponents were seized by the II. In this case the contender 
does not have legal standing. The judge in this case aims for good and justice. 
Therefore the Religious Court judges deserve to reject the contender's lawsuit 
because it has an appropriate and fair legal basis.  
 
Keywords: Judge's Decision, Resistance of Execution, Mortgage Rights. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak-hak atas 
tanah, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 5 tahun 1960 
tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agama, berikut atau tidak berikut 
benda benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk 
pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutakaman 
kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain, vide Pasal 1 butir 1 
UU No. 4 tahun 1996. 
Hak tanggungan dapat juga dibebankan kepada benda-benda atau 
bangunan yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, apabila 
benda-benda atau bangunan tersebut adalah juga milik dari pemilik atas tanah 
yang dibebankan hak tanggungan tersebut. 
Dan jalan terakhir pencari keadilan perkara perdata di negeri ini melalui 
ranah litigasi yaitu pengadilan, baik Pengadilan Negeri mapun Pengadilan 
Agama yang masing-masing memiliki kompetensi absolut berbeda. Tetapi 
pada dasarnya Hukum Acara Perdata Formil di kedua lingkungan pengadilan 
ini sama yaitu masih memakai Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R atau 
Reglemen Indonesia yang diperbarui) untuk Peradilan di Pulau Jawa-Madura 
dan Rechtsreglement Buitengewesten (R.B.g atau Reglement daerah 
seberang) untuk Peradilan di luar Jawa-Madura. Jadi hukum acara yang resmi 
berlaku di Indonesia adalah H.I.R dan R..B.g sesuai dengan SEMA 19/1964 
2 
 
 
 
dan 3/1965.
1
 Seiring dengan perkembangan jaman, sekarang kewenangan 
pengadilan Agama ditambah yaitu berwenang memutus perkara perdata 
mengenai ekonomi syariah seperti yang tertulis di pasal 49 Undang-undang 
Nomor 3 Tahun 2006 “Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, 
dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 
beragama Islam di bidang : 
1. Perkawinan  
2. Waris 
3. Wasiat 
4. Hibah  
5. Wakaf 
6. Zakat 
7. Infaq 
8. Shodaqoh, dan  
9. Ekonomi syariah.2 
Yang dimaksud ekonomi syariah dalam Undang-undang tersebut adalah 
perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, 
antara lain meliputi : 
1. Bank syariah  
2. Lembaga keuangan mikro syari’ah 
                                                          
 
1
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 
2002,) hlm. 7. 
 
 
2
UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7b tahun 1989 
tentang Peradilan Agama. 
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3. Asuransi syariah 
4. Reasuransi syariah 
5. Reksa dana syariah 
6. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah 
7. Sekuritas syariah  
8. Pembiayaan syariah 
9. Pegadaian syariah 
10. Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah 
11. Bisnis syariah3 
   Sengketa ekonomi syariah, dapat terjadi dalam bentuk sengketa: antara 
kreditur dan debitur, sengketa akad, sengketa perbuatan melawan hukum, 
sengketa wanprestasi, pernyataan pailit eksekusi, perlawanan eksekusi dan 
lain lain sebagai turutanya.
4
 
   Mengingat hal diatas, sudah tepat apabila terjadi perselisihan dalam 
transaksi (akad) syariah maka lembaga peradilan agama diberi kepercayaan 
berupa kewenangan  absolut untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. 
  Masuknya perkara ekonomi syariah menjadi salah satu kompetensi 
absolut Peradilan Agama tentunya menjadi tantangan baru bagi penegak 
hukum di lembaga tersebut. Aparat hukum dalam hal ini Hakim dalam 
lingkup peradilan agama mau tidak mau dituntut untuk memiliki wawasan 
yang cukup komprehensif terkait permasalahan-permasalahan dalam bidang 
                                                          
 
3
Penjelasan pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 
7b tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
 
 
4
 Putusan Pengadilan Agama Klaten No. 0815/Pdt.G/2018. 
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ekonomi syariah yang terus mengalami perkembangan baik jenis ragamnya 
maupun sengketa-sengketa yang muncul akibatnya sangatlah pesat. 
 Oleh karena itu, lembaga Peradilan Agama harus mempersiapkan para 
penegak hukumnya dalam hal ini Hakim agar dalam memberikan putusan 
perkara ekonomi syariah dapat tetap memeriksa dan mengadili segala macam 
dan bentuk sengketa yang diajukan. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 10 
Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang 
menyatakan bahwa : 
  “Pengadilan tidak boleh menolak untuk menerima, memeriksa dan 
mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa 
hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 
mengadilinya” 
  Dalam suatu putusan pengadilan harus memuat memeriksa beberapa 
bagian yang salah satunya adalah pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum 
berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim 
yang memeriksa perkara.
5
 Untuk itu dirasa perlu untuk menganalisa putusan 
guna mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memaghami dan 
memutus perkara sengketa ekonomi syariah. 
  Dari hasil penelusuran, Pengadilan Agama Klaten telah menerima 
beberapa perkara ekonomi syariah. Adapun salah satunya adalah sengketa 
ekonomi syariah dengan nomor 0815/PDt.G/2018/PA KLt. 
 Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 21 Januari 2018 di kepaniteraan  
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Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian 
dan putusan pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm, 809. 
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menerima gugatan Perlawanan Eksekusi/Derden Verzet dengan nomor 
perkara 0815/Pdt.G/2018/PA klt. 
Pelawan : Riyanto, SE 
Penyita : PT BPR Syariah Insan Madani  
Terlawan I : Moh. Soleh  
Terlawan II : Sri Murwani (Istri dari Moh Soleh) 
 Dalam kasus perkara ini pihak dari Pelawan merasa dirugikan karena 
tanah yang telah di sewa dari Terlawan I ternyata pernah di sengketakan 
terlebih dahulu kepada PT. BPR Syariah mandiri sebagai jaminan atas akad 
mudharabah dan mengalami angsuran yang macet sehingga dari PT BPR 
Syariah Insan Mandiri akan melelang tanah yang telah di sewakan oleh Moh. 
Soleh sesuai dengan akad yang sudah di setujui oleh Moh. Soleh dan PT. 
BPR Syariah Mandiri. 
 Akan tetapi dari pelawan tidak setuju jikalau tanah yang sudah disewa dari 
Terlawan I diambil oleh pihak PT BPR Syariah Mandiri, karena menurutnya : 
1. Bahwa Pelawan tidak mengatahui adanya sengketa keperdataan antara 
terlawan penyita dengan para turut terlawan tersita dalam perkara perdata 
permohonan eksekusi No. 009/Eksekusi/2017/PA.klt 
2. Bahwa pelawan juga tidak pernah digugat atau diikutsertakan sebagai 
Termohon Eksekusi oleh terlawan penyita dalam perkara perdata di 
Pengadilan Agama Klaten atas permohonan Eksekusi No. 
009/Eksekusi/2017/PA.KLT dan Permohonan Eksekusi No. 
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009/Eksekusi/2017/PA.KLT dan Permohonan Eksekusi No. 
011/Eksekusi/PA.KLT 
3. Bahwa sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut, secara yuridis tetap 
berhak mengajukan Perlawanan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah 
Agung Republik Indonesia Nomer 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Februari 
2001 yang menyatakan bahwa “ .... yang dapat mengajukam gugatan 
Perlawanan (Verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja 
melainkan pihak tergugat, pemilik atau derden verzet. 
4. Bahwa tanah dan rumah yang telah diletakan sita jaminan tersebut telah 
disewakan kepada Pelawandengan iktikad baik sesuai dengan perjanjian 
sewa menyewa antara pelawan dan terlawan tersita tertanggal 12 januari 
2013 sampai 12 januari 2023 dengan nilai sewa sebesar 500.000.000,-.
6
 
 Dari latar belakang tersebut maka menarik untuk diteliti dan disimpulkan 
dengan judul ANALISIS PUTUSAN PERKARA SENGKETA 
EKONOMI SYARIAH NOMOR 0815/PDt.G/2018/PA KLt. TENTANG 
PERLAWANAN PIHAK KETIGA. 
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Putusan Pengadilan Agama Klaten No. 0815/Pdt.G/2018. 
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B. Rumusan Masalah 
1. Apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan Hakim Pengadilan 
Agama Klaten dalam memutus perkara nomor 0815/PDt.G/2018/PA KLt? 
2. Apa kelebihan dan kekurangan penyelesaian tentang perlawanan eksekusi 
Hak Tanggungan di Pengadilan Agama Klaten? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan Hakim Pengadilan 
Agama Klaten dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah nomor 
0815/PDt.G/2018/PA KLt. 
2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam penyelesaian tentang 
perlawanan eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Agama Klaten 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Secara Teoritis 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi syariah 
dan dapat memperkaya referensi dan literature kepustakaan terkait dengan 
kajian mengenai hukum acara Peradilan Agama khususnya mengenai  
putusan Peradilan Agama dalam perkara ekonomi syariah dan sebagai 
acuan untuk penelitian selanjutnya. 
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2. Secara praktis 
Guna mengembangkan penalaran ilmiah dan wacana keilmuan penulis 
serta mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang 
diperoleh melalui bangku perkuliahan. 
 
E. Kerangka Teori  
 Hak Tanggungan adalah suatu istilah baru dalam hukum jaminan 
yang di introdusir oleh UUPA (UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-pokok Agraria), yang sebelumnya belum dikenal sama 
sekali, baik dalam Hukum Adat maupun dalam KUH Perdata. 
Memang Hak Tanggungan atas tanah adalah merupakan bagian dari 
reformasi dibidang agraria, seperti yang ketentuan-ketentuan pokoknya 
diatur dalam UUPA, dimana dalam Pasal 51 disebutkan bahwa Hak 
Tanggungan dapat dibebankan kepada Hak Milik, Hak Guna Usaha dan 
Hak Guna Bangunan diatur dengan Undang-Undang. berdasarkan amanat 
Pasal 51 UUPA tersebut maka kemudian lahirlah UU No.4 Tahun 1996 
tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan 
dengan tanah (dalam tulisan ini, Undang-undang ini selanjutnya disebut 
UUHT).
7
 
 Putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis Hakim 
yang diberi wewenang untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu 
sengketa atau perkara, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan 
                                                          
       
7
 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 55. 
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kemudian diucapkan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk 
umum. 
 Tugas pokok bagi pengadilan sebagaimana ditentukan dalam UU 
Pokok Kekuasaan Kehakiman, menerima, memeriksa, dan mengadili serta 
menyelesaikan perkara yang diajukan kepada pengadilan. Salah satu tugas 
pokok pengadilan mengadili perkara-perkara yang diajukan atas 
kepentingan para pihak berperkara adalah merupakan tindakan 
mewujudkan hasil pemeriksaan dalam suatu putusan pengadilan, yang oleh 
para pihak berperkara sangat diharapkan dapat memberikan rasa keadilan.
8
 
 Rasa keadilan yang tercermin dalam putusan pengadilan itu adalah 
bukan semata-semata menyangkut isi putusan pengadilan didasarkan pada 
keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak terbatas yang 
menyangkut hukum materiil, tetapi juga menyangkut dalam beracara di 
persidangan. 
 Sikap dan perilaku pengadilan dalam beracara dalam sidang juga 
diharapkan mencerminkan keadilan tidak saja menyangkut tata cara 
pengadilan beracara, akan tetapi menyangkut sikap adil pengadilan 
terhadap pihak-pihak berperkara, tidak memihak dan tidak membeda-
bedakan kedudukan yang satu dengan lainya, menghormati kesetaraan 
pihak berperkara yang satu dengan yang lain. 
                                                          
 
8Wahyu Gumelar “Analisis Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Wanprestasi 
Akad Musyarakah Pengadilan Agama Purbalingga” Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum 
Ekonomi Syariah IAIN Salatiga, 2017 hlm 14. 
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 Para pihak yang berperkara menghendaki kedudukanya dihadapan 
 pengadilan harus dianggap dan diperlakukan sama, tidak diebeda-bedakan 
antara yang satu dengan yang lain, diperlakukan secara adil, sebagaimana 
makna pasal 5 ayat (1) UU nomor 14 tahun 1970 yang menentukan para 
pihak berperkara harus diberikan kesempatan yang sama untuk memberi 
pendapatnya sebagai disebutkan dalam azas audite et alteram partem.
9
 
 Syarat-syarat putusan hakim dalam perkara perdata sesuai pasal 184 
H.I.R/R.B.g yaitu : 
- Keputusan harus berisi keterangan ringkas, tetapi yang jelas gugatan dan  
jawaban, serta dasar dasar alasan keputusan itu : begitu juga keterangan 
yang dimaksud pada ayat keempat pasal 7, Reglemen tentang aturan 
Hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman di Indoensia  dan 
keputusan pengadilan tentang pokok perkara dan tentang banyaknya biaya,  
pemberitahuan tentang hadir tidaknya kedua belah pihak pada waktu 
mengumumkan keputusan itu. 
1. Di dalam keputusan-keputusan yang berdasarkan pada aturan-undang 
yang pasti, maka aturan itu harus disebutkan. 
2. Keputusan-keputusan itu ditandatangani oleh ketua dan panitera. 
Selanjutnya pasal 50 Undang-Undang  No. 84 Tahun 2009 tentang 
ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan 
bahwa suatu putusan hakim harus memuat :
10
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Buku Pedoman Kerja Hakim dan Panitera Pengadilan Agama se-Wilayah Penagdilan 
Tinggi Agama. hlm. 59. 
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Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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i. Pasal 50 
3. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, 
juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang 
bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar 
untuk mengadili 
4. Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim 
yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang. 
i. Dalam bagian pertimbangan atau considerans suatu putusan Hakim 
adalah bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa 
Hakim itu mengambil suatu keputusan tertentu. “In order that a trial 
should be  fair, if it is necessary, not only correct decision should be 
reached, but also that it should be seen to be based on reason, and 
that only can be seen if the judge himself states his reasons” kata Sir 
Alfred Denning.
11
 Dalam menghadapi suatu perkara, Hakim dianggap 
mengetahui semua hukum (ius curia novit). Jadi soal menemukan 
hukum adalah urusan Hakim, dan bukan menjadi pihak-pihak yang 
berperkara. Sumber-sumber untuk menemukan hukum bagi Hakim 
ialah:
12
 perundang-undangan, hukum yang tidak tertulis, putusan desa, 
yurisprudensi, dan ilmu pengetahuan. Perundang-undangan 
                                                                                                                                                               
 
 
11
Sudiknomertokusumo, Sejarah Peradilan dan Perundang-Undanganya sejak 1942, 
Jakarta: PT. Gunung Agung, 2002), hlm.29. 
 
 
12
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Hukum Acara 
Perdata Indonesia, 1982), hlm. 161. 
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merupakan produk hukum utama dalam sistem hukum Civil Law yang 
dikeluarkan oleh badan berwenang di Indoensia. Tapi perlu digaris 
bawahi bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat (1) “Hakim dan Hakim 
wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 
keadilan yang hidup dalam masyarakat.”13 
ii.  
F. Tinjauan Pustaka 
 Sebagai bahan rujukan, dalam penelitian ini akan mengkaji beberapa karya 
yang dianggap relevan, antara lain : 
1. Nu Putu Ayu Pradnyawati dalam skripsi berjudul “Perlawanan pihak 
ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Verstek” Fakultas Hukum, 
Universitas Warmadewa, Denpasar 2017. skripsi tersebut menjelaskan 
tentang perlawanan Derden Verzet terhadap putusan verstek, perlawanan 
Derden Verzet tersebut sudah seharusnya di tolak oleh hakim karena 
bukan merupakan upaya hukum dari putusan verstek. Upaya hukum yang 
dilakukan atas putusan Verstek adalah verzet dimana upaya hukum 
tersebut dilakukan oleh pihak tergugat, maka hakim didalam 
mempertimbangkan perlawanan pihak ketiga terhadap putusan telah tidak 
memperhatikan dan mengabaikan hukum acara perdata yang sudah 
berlaku. Sehingga putusanya bukan mengabulkan perlawanan, namun 
                                                          
 
13Perdana, Nur Ambar Setyawan, skripsi berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Memutus 
Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Yang mengandung Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom), Skripsi 
tidak diterbitkan, Jurusan syariah program studi muamalah UIN Sunan Kalijaga, 2013, hlm 12. 
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dalam hal ini pelawan harus dinyatakan sebagai pelawan yang tidak 
benar dan menolak perlawanan pelawan untuk seleruhnya.  
2. Fitrah Hanif dalam skripsi berjudul “Analisis Yuridis Tentang Sengketa 
Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Dalam Perkara Nomor 
108/PDT/G/2011/PN.PBR" Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Ilmu 
Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru 2013. skripsi tersebut 
menjelaskan Putusan Perkara Nomor 108/PDT/G/2011/PN.PBR yang 
menegaskan bahwa dalam hal ini penggugat dan tergugat telah 
melakukan kesepakatan dan sekaligus penandatangan perjanjian sewa 
menyewa alat berat dalam perjanjian tersebut pihak kedua (tergugat) 
menjamin sepenuhnya alat keamanan alat berat sewa yang disewa dari 
pihak pertama (penggugat) disimpan ditempat yang layak dan aman. 
Kemudian pihak kedua (tergugat) menjamin bahwa alat yang disewa 
tidak digunakan untuk illegal logging (penebangan kayu tanpa izin) ataui 
illegal mining (penebangan tanpa izin).  
 Disaat perjanjian baru 3 bulan yang seharusnya 12 bulan , disaat 
perjanjian, penggugat menerima kiriman faksimili dari tergugat dengan 
perihal pengakhiran perjanjian sewa menyewa alat berat. Penggugat tidak 
terima dengan hal tersebut dan mengirim, surat balasan yang 
menerangkan bahwa pengakhiran perjanjian sewa menyewa alat berat 
secara mendadak dan bertentangan dengan kesepakatan awal.  
 Penggugat mendapat informasi bahwa alat berat yang menjadi 
objek perjanjian telah disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti 
14 
 
 
 
dalam perkara tindak pidana pertambangan tanpa izin (illegang mining). 
Dalam Amar putusan menyatakan bahwa penggugat tidak dapat diterima. 
Terdapat berbagai ragam cacat formil yang menajdi dasar bagi hakim 
untuk menjatuhkan putusan akhir dengan diktum : menyatakan gugatan 
tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO) 
 Gugatan penggugat wanpresatsi adalah pematur yang berakibat 
gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO). Dalam 
pertimbanganya majelis hakim tidak menemukan bukti yang konkrit 
terhadap dalil yang dikemukakan oleh penggugat.
14
 
3. Andi Mekarsari dalam skripsi berjudul “Tinjauan Terhadap Gugatan 
Tidak Diterima (Niet Ont Van  Kelijk Ver Klaard) Dalam Perkara 
Perlawanan Eksekusi (Studi Kasus Putusan No. 
09/Pdt.Plw/2011/PN.Sidrap)” Bagian Hukum Acara, Fakultas Hukum, 
Universitas Hassanudin Makssar 2014. Skripsi tersebut menjelaskan 
tentang perlawanan eksekusi terhadap putusan pengadilan sebelumnya 
yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Majelis hakim dalam 
putusanya telah menilai dan mempertimbangkan hal-hal yang terungkap 
di depan persidangan dan menjatuhkan putusan dengan amar gugatan 
tidak dapat diterima. Dasar pertimbangan yang digunakan telah sesuai 
dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Majelis hakim 
tidak menerima gugatan provinsi dari pelawan dengan alasan bahwa 
gugatan tersebut telah masuk dan menjadi pokok perkara dalam 
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Fitra, Hanif,  skripsi berjudul “Analisis Yuridis Tentang Sengketa Perjanjian Dewa 
Menyewa Alat Berat Dalam Perkara Nomor 108/Pdt.G/2011/PN.PBR”, Skripsi tidak diterbitkan, 
Jurusan Ilmu Hukum program studi muamalah UIN Sultan Syarif Karim Riau, 2013, hlm 9. 
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perlawanan ini sehingga patut dikesampingkan. Begitu pula terhadap 
pokok perkara, gugatan yang dinilai kabur dan tidak memiliki dasar 
gugatan yang jelas merupakan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan negatif. 
 Skripsi tersebut tentunya berbeda dengan penelitian yang penyusun 
bahas,  peneletian penyusun mengenai Analisis Putusan Perkara Sengketa 
Ekonomi Syariah Nomor 0815/PDt.G/PA KLt. Tentang Perlawanan 
Eksekusi Hak Tanggungan.
15
 
 Dari beberapa penelitian di atas, belum ada penelitian yang 
membahastentang“ANALISIS PUTUSAN PERKARA SENGKETA 
EKONOMI SYARIAH NOMOR 0815/PDt.G/2018/PA KLt. TENTANG 
DERDEN VERZET NOMOR. 3090k/PDT/1991” 
 
G. Metode Penelitian 
Penelitian secara ilmiah dilakukan manusia untuk menyalurkan 
hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan 
keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan 
sebab-akibatnya, atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul. Dalam 
hal ini, penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu 
pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Penelitian merupakan 
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suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk lebih 
mengetahui dan memperdalami segala segi kehidupan. 
Suatu penelitian telah dimulai, apabila seseorang berusaha untuk 
memecahkan suatu masalah, secara sistematis dengan metode-metode dan 
teknik-teknik tertentu, yakni yang ilmiah. Dengan demikian, maka suatu 
kegiatan ilmiah merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan 
kontruksi, secara metodologis, sistematis dan konsisten. Untuk mencapai 
sasaran yang tepat dalam penelitian, penulis menggunakan metode 
penelitian lapangan (field research).
16
 
1. Jenis Peneltian  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 
penelitian Literatur putusan dalam hal ini yang menjadi objek kajian 
penelitianya adalah putusan nomor: 0815/PDt.G/PA KLt. 
2. Sumber Data 
a. Data Primer  
Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan, 
Data seputar informasi dari hakim dan pejabat strukturan di 
Pengadilan Agama Klaten. 
putusan nomor: 0815/PDt.G/PA KLt. 
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3. Lokasi Penelitian  
Lokasi atau tempat penelitian merupakan tempat yang akan 
dilakukannya penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan 
Agama Klaten. 
4. Metode Pengumpulan Data  
 Teknik pengumpulan data adalah berbagai cara yang digunakan 
untuk mengumpulkan data, menghimpun, mengambil atau menjaring 
data penelitian.
17
 Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti 
adalah sebagai berikut : 
a. Wawancara 
  Teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada 
responden.
18
 Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada 
laporan tentang diri sendiri atau setidaknya pada pengetahuan dan 
keyakinan pribadi. Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan 
adalah wawancara dengan Hakim atau pejabat di Pengadilan Agama 
Klaten. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara 
semistruktur. Tujuanya adalah untuk menemukan permasalahan 
secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta 
pendapat dan ide idenya. 
 
                                                          
 
17
Sofyan, Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis Untuk Penulisan 
(Yogyakarta: mitra pustaka, 2013) hlm, 162. 
 
 
18
Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survey (Jakarta: Anggota 
ikapi.2000) hlm 162. 
 
18 
 
 
 
b. Dokumentasi  
 Yaitu Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari data 
yang berbentuk surat, dokumen-dokumen, buku, brosur yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
5. Analisis Data 
 Dalam menganalisis data penulis menggunakan Teknik analisis 
deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu 
analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan 
pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.
19
 
 
H. Sistematika Penelitian  
 Pembahasan penelitian ini dibagi menjadi menjadi 5 bab yang tentunya 
antara bab satu dengan bab lainya saling berhubungan. 
BAB I : Pendahuluan 
 Dalam bab ini akan mengemukakan Latar Belakang Masalah, rumusan 
Masalah, Tujuan, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, 
Metode Peneletian dan Sistematika Penelitian. 
BAB II : Landasan Teori 
 Pada bab ini akan membahas pengertian pembahasan teoritik yang 
didalamnya akan diuraikan tinjauan umum terhadap putusan, teori-teori 
tentang Hak tanggungan dan Teori tentang Eksekusi. Bab ini merupakan 
dasar-dasar hukum yang digunakan untuk menganalisa bab selanjutnya. 
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BAB III : Deskripsi Data Penelitian 
 Pada bab ini akan dipaparkan mengenai gambaran umum tentang 
Pengadilan Agama Klaten dan menggenai duduk perkara putusan 
BAB IV : Analisis Data 
 Pada bab ini akan diuraikan mengenai dekskripsi putusan pertimbangan 
Hakim Pengadilan Agama Klaten dalam memutus perkara nomor: 
0815/PDt.G/PA KLt, Dan kelebihan dan kekuarngan penyelesaian tentang 
perlawanan eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Agama Klaten 
BAB V : Penutup 
 Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan 
penelitian dan saran penulis. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DAN 
EKSEKUSI 
 
A. Kompetensi Pengadilan Agama sesuai UU Nomor 3 Tahun 2006 
 Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman 
bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara 
tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Rumusan itu adalah yang 
terdapat dalam Pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan 
Agama. Selain itu dalam Pasal 49 point ( i) undang-undang yang sama 
juga disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang 
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama 
antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah. 
Dengan demikian, keberadaan Peradilan Agama dikhususkan kepada 
warga negara Indonesia yang beragama Islam untuk mencari keadilan.
1
 
Dalam perkembangan saat ini, rumusan ini perlu diperbarui berkaitan 
dengan ruang lingkup kekuasaan Peradilan Agama. Hal ini berkaitan 
dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara 
ekonomi syariah seperti sudah disebutkan di atas. Perlunya perubahan atau 
penyesuaian ini dikarenakan adanya kemungkinan bahwa tidak hanya 
orang Islam saja yang menjalankan sistem perekonomian berdasarkan 
prinsip syariah.
2
 Orang non Islam yang menjalankan perekonomian 
                                                          
1
 Afdol, Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 &n Legislasi Hukum 
Islam di Indonesia, (Surabaya:  Airlangga University Press, 2000). 
2
 Ibid., Hlm. 59. 
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berdasarkan prinsip syariah. Maka juga seharusnya tunduk pada UU 
Nomor 3 Tahun 2006. 
 Untuk mengantuisipasi kemungkinan semacam ini, maka terdapat 
ketentuan dalam Pasal 50 UU Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan 
bahwa :  
1. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain 
dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, 
khusus mengenai objek sengketa tersebut diputus terlebih 
dahulu oleh pengadilan dalam lingkuangan Peradilan 
Umum. 
2. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang 
yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh 
Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 49. 
 Hal ini menunjukan bahwa jika terjadi sengketa keperdataan di 
bidang ekonomi syariah dimana para pihak sama sama beragama Islam, 
maka diselesaikan di Pengadilan Agama, sedangkan jika salah satu pihak 
adalah non muslim maka harus diselesaikan dahulu di Pengadilan Negeri. 
Dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan ini 
dimaksudkan untuk menghindari upaya memperlambat atau mengulur 
waktu penyelesaian sengketa. Tetapi pengaturan semacam ini justru bisa 
22 
 
menimbulkan penafsiran yang ganda mengenai proses penyelesaian 
perkara, apakah di Pengadilan Agama atau di Pengadilan Negeri. 
 Dengan berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006, maka Pengadilan 
Negeri sebagai bagian dari Peradilan Umum tidak lagi memiliki 
kewenangan untuk menangani perkara-perkara ekonomi syariah. Hal ini 
dikarenakan adanya perluasan wewenang Pengadilan Agama yang 
disebutkan dalam Pasal 49 antara lain meliputi ekonomi syariah. 
Penyebutan ekonomi syariah menjadi penegas bahwa kewenangan 
Pengadilan Agama tidak hanya dibatasi dengan menyelesaikan sengketa di 
bidang perbankan syariah saja, melainkan di bidang ekonomi syariah 
lainya. Misalnya, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, 
reasuransi syariah, reksadana syariah, obliagsi dan surat berjangka 
menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian 
syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.
3
 
 Kekuasaan Badan Peradilan Agama yang berbeda dengan Badan 
Peradilan yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan 14 UU Nomor 
4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam praktek masih 
terdapat kesan adanya perebutan kasus antara lingkungan Badan Peradilan 
yang satu dengan Badan Peradilan yang lain. Hal ini disebabkan 
penafsiran dari Pasal 16 UU Nomor 4 Tahun 2004 yang dilakukan untuk 
kepentingannya sendiri. Isi dari Pasal 16 tersebut adalah sebagai berikut : 
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1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, 
dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih 
bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib 
untuk memeriksa dan mengadili.  
2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara 
perdamaian. 
 Dalam penjelasan pasal ini dikatakan cukup jelas. Padahal ada 
Hakim yang menafsirkan secara singkat saja Pasal 16 tersebut bahwa 
“Pengadilan tidak boleh menolak perkara”. Akibatnya perkara yang 
diajukan ke Pengadilan diterima saja walaupun sebenarnya bukan 
termasuk kompetensinya. Sementara perlu diingat ketentuan dalam 
hukum acara perdata yang prinsipnya menentukan bahwa hakim wajib 
menolak perkara yang bukan merupakan wewenangnya sebagaimana 
diatur dalam Pasal 132 HIR.
4
 
 Perluasan kewenangan itu, tentunya menjadi tantangan tersendiri 
bagi aparatur Peradilan Agama terutama hakim. Para hakim ini dituntut 
untuk memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya. Hal ini 
sesuai adagium ius curi novit yaitu hakim dianggap tau akan hukumnya, 
sehingga hakim tidak boleh menolak perkara dengan dalih hukumnya 
tidak ada atau kurang jelas. Kewajiban hakim untuk selalu memperkaya 
pengetahuan hukum, juga sebagai sebuah pertanggungjawaban moral 
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atas klaim bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap 
benar, res judikata pro veriate habetur. 
 Sejalan dengan itu, setiap hakim Pengadilan Agama ditutut untuk 
lebih mendalami dan menguasai soal perekonomian syariah. Memang, 
para hakim Pengadilan Agama telah memiliki latar belakang pendidikan 
hukum Islam. Namun karena selama ini Pengadilan Agama tidak 
menangani sengketa yang terkait dengan perekonomian syariah, maka 
wawasan dan pengalaman yang dimilikinya pun tentu masih terbatas. 
Wawasanya akan jauh dibanding masalah sengketa perkawinan, waris, 
wasit, hibah, wakaf, dan shadaqah yang selama ini di tanganinya.
5
 
 Pelaksanaan dari ketentuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah 
di Pengadilan Agama kemungkinan terhambat hal ini dikarenakan 
sejumlah instrumen Peradilan berdasarkan prinsip syariah belum ada. 
Diantaranya adalah hukum acara perdata syariah. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama seluruh sengketa 
niaga di lingkup bisnis bisnis syariah di tangani Peradilan Agama. 
Namun persoalan ini dapat diatasi dengan menggunakan sejumlah 
undang-udang yang digunakan Peradilan Umum dalam memutus perkara 
bisnis. Hal tersebut berlaku hingga lahir aturan baru yang mengatur 
persoalan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 54 UU 
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak diubah, 
sepanjang belum diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2006, yang 
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menyebutkan bahwa : “Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan 
Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam Pengadilan 
Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undnag 
ini”. 
 Namun demikian perlu diingat bahwa penyelesaian perkara 
ekonomi syariah melalui lembaga arbitrase tetap dapat dipergunakan 
selama para pihak yang bersengketa sama-sama sepakat, dan prosedur 
yang dipergunakan juga tetap sama sebagimana sebelum berlakunya UU 
Nomor 3 Tahun 2006. Hal ini karena pada dasarnya letak perbedaan 
penyelesaian perkara ekonomi syariah sebelum dan sesudah berlakunya 
UU Nomor 3 Tahun 2006 adalah terletak pada tempat dimana para pihak 
berperkara jika mereka tidak menginginkan proses penyelesain secara 
damai melaui proses arbitrase. 
6
 
 
B. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi 
1. Pengertian Eksekusi 
 Pengadilan merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai 
salah satu wadah yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan 
diantara para pihak yang berperkara agar masing- masing hak asasinya 
dapat terlindungi. Biasannya tujuan para pihak yang berperkara 
menyerahkan perkaranya ke pengadilan agar perkara tersebut dapat 
terselesaikan dengan baik dan tuntas, akan tetapi suatu putusan yang 
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telah ditetapkan haruslah dijalankan supaya perkaraitu bisa 
terselesaikan dengan baik dan tuntas. 
 Pada prinsipnya, pelaksanaan putusan pengadilan atau yang 
lazimnya disebut eksekusi ini hanya dapat dilaksanakan apabila 
putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van 
gewijsde). Selain itu Eksekusi juga hanya dapat dijalankan terhadap 
putusan yang bersifat Condemnator. Meskipun ada suatu perlawanan 
pelaksanaan eksekusi tetap dapat dijalankan, kerena dengan adanya 
suatu perlawanan tidak menghambat jalannya pelaksanaan eksekusi. 
 Eksekusi dalam bahas Belanda disebut Executie atau 
Uitvoering, dalam kamus hukum diartikan sebagai Pelaksanaan 
Putusan Pengadilan. 
 Eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam 
putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan 
kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk 
melaksanakan bunyi putusan. Lebih lanjut dikemukakannya bahwa 
Pengertian Eksekusi atau pelaksanaan putusan, mengandung arti 
bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan 
tersebut secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan 
padanya dengan bantuan kekuatan hukum. Dengan kekuatan hukum 
ini dimaksudkan pada polisi, kalau perlu polisi militer (Angkatan 
Bersenjata).
7
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 “Eksekusi adalah sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh 
pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan 
aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh 
karena itu, Eksekusi tiada lain daripada tindakan yang 
berkesinambungan dari seluruh proses hukum acara perdata. Eksekusi 
merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan 
tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR/Rbg.” 
 
 Hukum Eksekusi ini sebenarnya tidak diperlukan apabila pihak 
yang dikalahkan dengan sukarela mentaati bunyi putusan. Akan tetapi 
dalam kenyataannya tidak semua pihak mentaati bunyi putusan 
dengan sepenuhnya. Oleh karena itu diperlukan suatu aturan bilamana 
putusan tidak ditaati dan bagaimana cara pelaksanaannya. 
 Bila melihat pengertian eksekusi yang dikemukakan oleh para 
sarjana tersebut diatas, tampak bahwa pengertian Eksekusi terbatas 
pada Eksekusi oleh Pengadilan (Putusan Hakim), padahal juga dapat 
dieksekusi menurut hukum acara yang berlaku HIR dan Rbg yang 
juga dapat dieksekusi adalah salinan/grosse Akta yang memuat irah-
irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang 
berisi kewajiban untuk membayar sejumlah uang.
8
 
2. Sumber Hukum Eksekusi 
 Tindakan pengadilan dalam memeriksa, mengadili dan 
memutuskan serta mengeksekusi suatu perkara tentunya harus 
didasarkan pada ketentuan Undang-undang yang menjadi sumber 
hukum untuk melaksanakan eksekusi dan yang dijadikan sebagai 
landasan terwujudnya penegakan hukum dalam pelaksanaan putusan 
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pengadilan terhadap sengketa perdata ada beberapa macam, antara 
lain adalah : 
a. HIR (Herziene Inlandsch Reglemen) / RBg (Rechtsreglemen 
Voor de Buitengewesten). 
 Didalam HIR mengenai menjalankan putusan hakim 
terdapat dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 244 HIR. HIR ini 
berlaku bagi daerah Jawa dan Madura. Sedangkan dalam RBg 
terdapat dalam Pasal 206 sampai dengan Pasal 258 RBg yang 
berlaku bagi daerah luar Jawa dan Madura. Dalam Pasal-pasal di 
atas tidak hanya memuat mengenai menjalankan putusan hakim 
saja, tetapi juga berisi tentang upaya-upaya paksa dalam eksekusi 
yaitu sandera, sita eksekusi, upaya perlawanan (Verzet), akta 
grosse hipotik, dan surat hutang. 
b. Undang-undang No. 4 Tahun 2004, tentang Hak Tanggungan. 
 Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a, menentukan 
bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam 
lingkungan peradilan umum. Oleh karenannya, pengadilan 
merupakan suatu badan (pejabat) yang melakukan kekuasaan 
kehakiman.
9
 
 Pasal 36 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 
ditentukan, bahwa pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan 
dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan jurusita 
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dipimpin oleh Ketua Pengadilan. Dalam ayat 4 (empat) Undang-
undang No. 4 Tahun 2004 menyatakan, bahwa menetapkan suatu 
kewajiban hukum yang bersendikan norma-norma moral. 
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1982 dalam Pasal 5 
Peraturan Mahkamah Agung ini menjelaskan bahwa permohonan 
peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan 
pelaksanaan eksekusi. Dasar pendirian tersebut berarah pada 2 
(dua) hal, yaitu : pertama, untuk tetap melaksanakan putusan yang 
sebenarnya sudah mempunyai kekuatan hukum pasti, dan yang 
Kedua, kepada Mahkamah Agung sendiri karena apabila diajukan 
Peninjauan Kembali satu-satunya institusi yang berwenang 
menentukan penundaan eksekusi adalah Mahkamah Agung.
10
 
3. Eksekusi Hak Tanggungan 
 Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak 
pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan 
aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh 
karena itu eksekusi tiada lain dari pada tindakan yang 
berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. 
Eksekusi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari 
pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau 
RBg. Bagi setiap orang yang ingin mengetahui pedoman aturan 
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eksekusi, harus merujuk kedalam aturan perundang-undangan yang 
diatur dalam HIR atau RBg. 
11
 
 Dalam UU No. 4/1996 tentang Hak Tanggungan pelaksanaan 
Eksekusi Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 20, Apabila Debitor 
cidera janji, maka berdasarkan : 
a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek 
Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 
b. Titel Eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat hak 
tanggungan sebagaimana termaksud dalam Pasal 14 ayat (2). 
 Obyek hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum 
menurut tata cara yang ditentukan dalam perundang-undangan 
untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak 
mendahulu dari kreditur-krediturnya.
12
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BAB III 
GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KLATEN 
 
A. Sejarah Awal Berdirinya Pengadilan Agama Klaten 
1. MASA SEBELUM PENJAJAHAN 
         Sebelum Islam datang ke Indonesia, di Indonesia telah ada dua macam 
peradilan yaitu: 
1) Peradilan Perdata. 
2) Peradilan Padu. 
         Peradilan Pradata mengurusi perkara-perkara yang menjadi urusan raja, 
sedangkan Peradilan Padu mengurusi perkara-perkara yang bukan menjadi 
urusan raja. Dua macam peradilan tersebut muncul akibat dari pengaruh 
peradaban Hindu yang masuk ke Indonesia. Hal ini dapat ditelusuri lewat 
penggunaan istilah "jaksa" yang berasal dari India. Istilah ini pada waktu itu 
diberikan kepada Pejabat yang menjalankan pengadilan. 
         Dengan masuknya Agama Islam ke Indonesia pada abad ketujuh 
Masehi yang dibawa langsung oleh saudagar-saudagar dari Makkah dan 
Madinah, maka dalam praktek sehari-hari, masyarakat mulai melaksanakan 
ajaran dan aturan-aturan agama Islam yang bersumber pada kitab-kitab fiqh, 
dan hal ini membawa pengaruh kepada tata hukum di Indonesia.  
        Dari catatan sejarah, Sultan Agunglah (Raja Mataram) yang pertama kali 
mengadakan perubahan di dalam tata hukum di bawah pengaruh Islam. 
Perubahan ini pertama-tama diwujudkan khusus dalam nama pengadilan, 
yang semula bernama Pengadilan Pradata diganti dengan Pengadilan 
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Surambi. Begitu juga dengan tempat dan pelaksanaan pengadilan, semula 
Pengadilan Pradata diselenggarakan di Sitinggil dan dilaksanakan oleh Raja, 
kemudian dialihkan ke serambi masjid agung dengan dilaksanakan oleh para 
penghulu yang dibantu oleh para alim ulama'.  
    Pada perkembangan berikutnya (pada masa akhir pemerintahan 
Mataram) muncullah 3 macam pengadilan di daerah Priangan, yaitu 
Pengadilan Agama, Pengadilan Drigama dan Pengadilan Cilaga. Pengadilan 
Agama mengadili perkara atas dasar hukum Islam, Pengadilan Drigama 
mengadili perkara berdasarkan hukum Jawa Kuno yang telah disesuaikan 
dengan adat setempat, dan pengadilan Cilaga adalah semacam Pengadilan 
Wasit khusus mengenai sengketa perniagaan. Hal ini berlangsung sampai 
VOC masuk ke Indonesia. 
2. MASA PENJAJAHAN BELANDA 
           Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa lembaga peradilan Islam 
sebagai lembaga hukum yang berdiri sendiri telah ada dan mempunyai 
kedudukan yang kuat dalam masyarakat Indonesia, hal ini terbukti dengan 
munculnya kerajaan-kerajaan Islam di wilayah Nusantara yang melaksanakan 
hukum Islam dan melembagakan sistem peradilannya sebagai bagian yang 
tidak terpisahkan dengan keseluruhan sistem pemerintahan di wilayah 
kekuasaannya.  
     Mahkamah Islam Tinggi berdiri sejak tanggal 1 Januari 1938 
berdasarkan surat Gubernur Jenderal Belanda tanggal 12 Nopember 1937 No. 
18 yang mengadakan sidang pertama kali tanggal 7 Maret 1938. Sedang 
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daerah yurisdiksi Mahkamah Islam Tinggi berdasarkan Stbl. 1882 No. 152 
adalah meliputi Pengadilan Agama di seluruh Jawa dan Madura, sedangkan 
daerah luar Jawa dan Madura untuk daerah sekitar Banjarmasin dan 
Kalimantan Selatan adalah dengan nama Kerapatan Qadi untuk Pengadilan 
Agama Tingkat Pertama dan Kerapatan Qadi Besar untuk tingkat banding. 
Untuk daerah Luar Jawa dan Madura lainnya dengan nama Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syar'iah untuk tingkat pertama dan Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi untuk tingkat banding. 
3. MASA PENJAJAHAN JEPANG 
        Pada masa pendudukan Jepang, Mahkamah Islam Tinggi mengalami 
kesulitan, yaitu pada pertengahan bulan Maret 1942 Mahkamah Islam Tinggi 
harus ditutup dan tidak diperbolehkan sidang, begitu juga dengan kantornya 
disegel, akan tetapi tidak lama kemudian yaitu tanggal 18 Mei 1942 
Mahkamah Islam Tinggi boleh dibuka kembali dengan nama "Kaikyoo 
Kootoo Hooin" sedang Pengadilan Agama bernama "Sooryo Hooin". 
4. MASA KEMERDEKAAN 
       Setelah Indonesia merdeka atas usul Menteri Agama yang sudah disetujui 
oleh Menteri Kehakiman, Pemerintah menyerahkan Mahkamah Islam Tinggi 
dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama melalui Penetapan 
Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 26 Maret 1946. Peraturan sementara yang 
mengatur tentang Peradilan Agama tercantum dalam Verordering tanggal 18 
Nopember 1946 dari C.C.O.A.M.C.A.B. untuk Jawa dan Madura (Chief 
Commanding Officer Alied Millitary Administration Civil Affairs Branch). 
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Sementara itu Peradilan Agama di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur 
tetap tunduk pada peraturan lama (Staatsblad 1937 Nomor 610). Sedangkan 
Mahkamah Islam Tinggi (Hoof Voor Islamitische Zaken) belum mulai lagi 
dengan tugasnya. 
         Pada tahun 1948 keluarlah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 
tentang Susunan dan Kekuasaan Badan Kehakiman dan Kejaksaan. Dalam 
undang-undang ini kewenangan Pengadilan Agama dimasukkan dalam 
Pengadilan Umum secara istimewa yang diatur dalam pasal 35 ayat (2), pasal 
pasal 75 dan pasal 33. Undang-undang ini bermaksud mengenai peradilan dan 
sekaligus mencabut serta menyempurnakan isi Undang-undang Nomor 7 
Tahun 1974 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan 
Kejaksaan yang mulai berlaku tanggal 3 Maret 1974. Lahirnya undang-
undang ini mendapat reaksi dari berbagai pihak dari ulama Sumatera seperti 
Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan menolak kehadiran undang-
undang tersebut dan mengusulkan agar Mahkamah Syar'iyah yang sudah ada 
tetap berjalan. 
        Pada tahun 1951 di dalam lingkungan peradilan diadakan perubaha 
penting dengan diundangkannya Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 
1951. Undang-undang ini berisi antara lain tentang pelanjutan peradilan 
Agama dan Peradilan Desa. Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 24 
Undang-undang Dasar 1945 pada tahun 1964 keluarlah Undang-undang 
Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan 
Kehakiman yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan Undang-
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undang Nomor 14 Tahun 1970. Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 
1970 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat 
lingkungan peradilan, yaitu : 
1. Peradilan Umum 
2. Peradilan Agama 
3. Peradilan Militer 
4. Peradilan Tata Usaha Negara 
          Dengan adanya jaminan yuridis Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 
tersebut keberadaan Peradilan Agama semakin kuat, sehingga pada tahun 
1972 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 1972 
terbentuk 4 kantor Pengadilan Agama dan 6 cabang Kantor Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syar'iyah didalam daerah Propinsi Riau, Jambi, Aceh dan 
Sumatera Utara. 
5. MASA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 
1974 
         Pada tanggal 2 Januari 1974 telah disahkan dan diundangkan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun peraturan 
pelaksanaannya diundangkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam 
pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa 
yang dimaksud dengan pengadilan dalam Undang-Undang ini adalah: 
         Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam Pengadilan 
Umum bagi lainnya. Pada perkembangan berikutnya sehubungan dengan 
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peranan Pengadilan Agama dalam periode 1974 sampai dengan 1989 ini 
adalah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang 
Perwakafan Tanah Milik. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta pelaksanaannya dan diundangkan 
lagi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 wewenang Pengadilan 
Agama semakin luas dan mantap. 
6. MASA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 
1989 
       Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama khususnya lewat pasal 106 Lembaga Peradilan Agama mengalami 
perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Status dan eksistensinya telah 
pasti, sebab lewat pasal 106 tersebut keberadaan lembaga Peradilan Agama 
yang dibentuk sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 
keberadaannya diakui dan disahkan dengan Undang-undang Peradilan ini.  
Dengan demikian Peradilan Agama menjadi mandiri sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, dimana ciri-cirinya antara lain hukum 
acara dilaksanakan dengan baik dan benar, tertib dalam melaksanakan 
administrasi perkara dan putusan dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang 
memutus perkara tersebut. 
7. UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 1999 
         Diawali dengan lahirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 
tentang Perubahan UU Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan : Badan - badan peradilan secara 
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organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan 
Mahkamah Agung. Ini berarti kekuasaan Departemen Agama terhadap 
Peradilan Agama dalam bidang-bidang tersebut, yang sudah berjalan sejak 
proklamasi, akan beralih ke Mahkamah Agung. Pengalihan organisasi, 
administrasi dan finansial dari lingkungan-lingkungan : peradilan umum, 
peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara ke Mahkamah Agung dan 
ketentuan pengalihan untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih 
lanjut dengan UU sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-
masing serta dilaksanakan secara bertahap selambat-lambatnya selama 5 
tahun.
1
 
B. Kedudukan Perkara 
    Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 21 Januari 2018 di kepaniteraan  
menerima gugatan Perlawanan Eksekusi/Derden Verzet dengan nomor 
perkara 0815/Pdt.G/2018/PA klt. 
Pelawan : Riyanto, SE 
Penyita : PT BPR Syariah Insan Madani  
Terlawan I : Moh. Soleh  
Terlawan II : Sri Murwani (Istri dari Moh Soleh) 
    Dalam kasus perkara ini pihak dari Pelawan merasa dirugikan karena 
tanah yang telah di sewa dari Terlawan I ternyata pernah di sengketakan 
terlebih dahulu kepada PT. BPR Syariah mandiri sebagai jaminan atas akad 
mudharabah dan mengalami angsuran yang macet sehingga dari PT BPR 
                                                          
1
 http://www.pa-klaten.go.id diakses 13 Agustus 2019 
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Syariah Insan Mandiri akan melelang tanah yang telah di sewakan oleh Moh. 
Soleh sesuai dengan akad yang sudah di setujui oleh Moh. Soleh dan PT. 
BPR Syariah Mandiri. 
     Akan tetapi dari pelawan tidak setuju jikalau tanah yang sudah disewa 
dari Terlawan I diambil oleh pihak PT BPR Syariah Mandiri, karena 
menurutnya : 
1. Bahwa Pelawan tidak mengatahui adanya sengketa keperdataan antara 
terlawan penyita dengan para turut terlawan tersita dalam perkara 
perdata permohonan eksekusi No. 009/Eksekusi/2017/PA.klt 
2. Bahwa pelawan juga tidak pernah digugat atau diikutsertakan sebagai 
Termohon Eksekusi oleh terlawan penyita dalam perkara perdata di 
Pengadilan Agama Klaten atas permohonan Eksekusi No. 
009/Eksekusi/2017/PA.KLT dan Permohonan Eksekusi No. 
009/Eksekusi/2017/PA.KLT dan Permohonan Eksekusi No. 
011/Eksekusi/PA.KLT 
3. Bahwa sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut, secara yuridis 
tetap berhak mengajukan Perlawanan sesuai dengan Yurisprudensi 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 510 K/Pdt/2000 
tanggal 27 Februari 2001 yang menyatakan bahwa “ .... yang dapat 
mengajukam gugatan Perlawanan (Verzet) atas sita jaminan bukan 
hanya pihak ketiga saja melainkan pihak tergugat, pemilik atau 
derden verzet. 
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4. Bahwa tanah dan rumah yang telah diletakan sita jaminan tersebut 
telah disewakan kepada Pelawan dengan iktikad baik sesuai dengan 
perjanjian sewa menyewa antara pelawan dan terlawan tersita 
tertanggal 12 januari 2013 sampai 12 januari 2023 dengan nilai sewa 
sebesar 500.000.000,-.
2
  
5. Gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) ini diajuikan dengan 
alasan hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka pelawan selain 
mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (allgood 
opposani), pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat 
dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu 
(unitvoebaar bijvorrad), walapupun para Terlawan melakukan upaya 
hukum banding atau kasasi. 
6. Menurut hukum privat atau perdata serta ketentuan yang masih 
berlaku, setiap sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tidak 
boleh membawa dampak hukum kepada pihak lain yang tidak 
memiliki kepentingan, karena Pelawan Eksekusi adalah Pelawan yang 
baik dan jujur dan tidak mau tahu tentang persoalan anatara Terlawan 
dan Turut Terlawan akan tetapi akibatnya Pelawan eksekusi yang 
menjadi korban yang dirugikan baik materil maupun moril.
3
 
 
 
                                                          
 
2
Putusan Pengadilan Agama Klaten No. 0815/Pdt.G/2018. 
 
3
 Putusan Pengadilan Agama Klaten No. 0815/Pdt.G/2018. 
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BAB IV 
ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KLATEN 
NOMOR 0815/Pdt.G/2018/PA Klt. 
 
A. PERTIMBANGAN HUKUM 
1. Sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim 
akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi terlawan: 
bahwa eksepsi terlawan pada pokoknya sebagai berikut: 
Bahwa pelawan bukanlah sebagagai pemegang hak milik atas objek 
eksekusi, sebab bagaimana penegas Putusan MA No. 3089k/PDT/1991 
yang menjelaskan , bahwa sita eksekusi yang diletakan di atas hak milik 
pihak ketiga, maka diberi hak kepada pemilik untuk mengajukan derden 
verzet. Seangkan kedudukan pelawan bukanlah pemilik objek sita, 
sehingga karenanya, pelawan tidak memiliki hukum (legal standing). 
2. Gugatan Pelawan mengandung cacat formil yakni kabur (obscuur libel), 
yang mana objek gugatan pelawan tidak jelas maka sudah seharusnya 
gugatan tidak dapat diterima masuk sebagai putusan NO (Niet 
Otvankelijke Verklaard). Demikian dikemukakan dalam putusan MA 
No.996k/PDT/1989 Bahwa derden verzet tidak dapat diajukan terhadap 
Sita Eksekusi dalam perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap. Sedangkan permohonan Eksekusi No. 
009/Eksekusi/2017/PA.KLT dan permohonan Eksekusi No. 
001/Eksekusi/2017/PA.KLT yang diajukan terlawan menyita adalah atas 
permohonan Eksekusi atas dasar sertifikat hak tanggungan yang adalah 
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putusan yang telah berkukatan hukum tetap dan telah memiliki kekuatan 
Eksekutorial. 
3. Seharusnya gugatan Pelawan tidak dapat diterima atau termasuk sebagai 
utusan NO (Niet Ontvankelijke Verkalaard), karena pelawan tidak 
memiliki dasar hukum yang  jelas baik uraian posita maupun petitumnya. 
pelawan tdiak dapat menguraikan dengan jelas dasar perjanjian sewa 
menyewa antara pelawan dengan turut terlawan tersita I dan turut 
terlawan tersita II. 
4.   Berdasarkan uraian gugatan pelawan dan posita poin 4 maupun dalam 
petitium, gugatan pelawanan telah melanggar kewenangan absolut, 
yang seharusnya gugat tersebut termasuk gugat Perdata di Pengadilan 
Negeri perkara perjanjian sewa menyewa antara pelawan dan turut 
terlawan tersita I dan turut terlawan tersita II. Menimbang, bahwa 
terlepas dari keberatan-keberatan yang disampaikan Pelawan dan turut 
Terlawan, Majelis Hakim akan mempertimbangkanya demikian. : 
      Berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 
tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama, ditegaskan bahwa : “Pengadilan 
Agama bertugas dan berwewenang memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 
beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, 
zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.” 
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      Sengketa ekonomi syariah, dapat terjadi dalam bentuk sengketa: 
antara kreditur dan debitur, sengketa akad, sengketa perbuatan melawan 
hukum, sengketa wanprestasi, pernyataan pailit, eksekusi, perlawanan 
eksekusi dan lain-lain sebagai turutanya. 
      Sengketa ini adalah “perlawanan eksekusi” atau derden verzet, 
maka dengan demikian berlandaskan kepada pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, segala penyelesaian sengketa “ekonomi 
syariah” dan turutannya termasuk di dalamnya keberatan atas eksekusi 
(derden verzet) merupakan kewenangan pengadilan agama dan untuk 
itu Pengadilan Agama Klaten berwenang mengadili peekara ini : 
      Perihal eksepsi Terlawan yang menyatakan : 
”Pelawan bukanlah sebagai pemegang hak milik atas objek eksekusi, 
sebab sebagaimana penegas Putusan MA No. 3089k/PDT/1991 yang 
menjelaskan, bahwa sita eksekusi yang diletakan di atas hak milik pihak 
ketiga, maka diberi hak kepada pemilik untuk mengajukan derden 
verzet. Sedangkan kedudukan Pelawan bukanlah pemilik objek sita, 
sehingga akhirnya Pelawan tidak memiliki kedudukan hulum (legal 
standing), maka terhadap hal itu akan dipertimbangkan demikian : 
      Berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR, : “Perlawanan 
pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan hanya dapat 
diajukan atas dasar hak milik atau pemegang hipotik. Jadi hanya dapat 
diajukan atas dasar hak milik atau pemegang hipotik. Jadi hanya dapat 
diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik 
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barang yang disita dan diajukan kepada ketua Pengadilan Agama/ 
Mahakamh Syari’ah yang secara menyita. ”Maksudnya adalah 
pemegang hak harus dilindungi dari suatu (sita) eksekusi dimana 
pemegang hak tersebut bukan sebagai pihak dalam perkara antara lain 
pemegang hak pakai, guna bangunan, hak tanggungan, hak sewa dan 
lain-lain, sepanjang beritikad baik dan tidak didasarkan atas dasar 
kebohongan “arest” dan “tipu daya”. 
      Perlawanan pihak ketiga tersebut, disamping harus 
berkedudukan sebagai pemegang gak milik, pelawan juga harus dapat 
membuktikan bahwa barang yang disita itu adalah miliknya, dan jika 
ia berhasil membuktikanya, maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan 
yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat. Akan tetapi  
jika tidak bisa membuktikan bahwa ia adalah pemilik dari barang yang 
disita maka pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak 
benar atau pelawan yang tidak jujur, dan sita akan dipertahankan. 
Demikian halnya, jika perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh 
istri atau suami terhadap harta bersama yang disita tidak dibenarkan 
karena harta bersama selalu merupakan jaminan untuk pembayaran 
utang istri atau suami yang terjadi dalam perkawinan yang harus 
ditanggung bersama. 
       Berdasarkan bukti-bukti eksepsi yang diajukan oleh Terlawan 
(PT Bank Penkreditan Syariah Insan Madani) berupa bukti terlawan. 1 
s.d terlawan 10, ditemukan sebagai fakta berikut: 
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- Berdasarkan bukti Tlw. 1, 2 dan 3 bukti tersebut sesuai dengan 
bukti Plw. 1, 2 dan 3 terbukti pemilik objek sita sebagaimana 
tertera di dalam SHM 338, 1385 dan 1386 adalah Hj. Sri 
Murwani 
- Berdasarkan bukti Tlw. 4, 5 dan 6 , terbukti objek sengketa 
berada dalam jaminan yang dibenani Hak Tanggungan atas 
utang turut terlawan I dan II kepada PT BPR Syariah Insan 
Mandiri 
- Bukti Plw. 7, 8, dan 9 merupakan bukti bahwa terhadap objek 
gugatan perlawanan sedang dalam proses penyitaan oleh 
Pengadilan Agama Klaten. 
     Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas dapat 
disimpulkan “bahwa Pelawan bukanlah pemilik objek sita, karena 
sesungguhnya pemilik objek sita adalah turut terlawanan I dan II 
dimana atas objek sita tersebut terbukti sedang dalam jaminan utang 
terlawan. 
      Bagaimana dengan kedudukan “perjanjian sewa-menyewa atas 
objek sita antara Pelawan dengan turut Terlawan? Terhadap hal itu 
Majelis Hakim akan mempertimbangkan demikian: 
      Turut Terlawan sendiri di dalam jawabanya menyatakan “tidak 
pernah mengetahuinya adanya sengketa keperdataan antara terlawan 
penyita dengan pelawan”, adanya hal yang mustahil,  sebab perkara 
ini dijalankan dengan relaas panggilan bahkan tutut Terlawan sendiri 
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menerima panggilan dimaksud. Jadi dengan demikian menurut 
Majelis Hakim ini adalah alibi agar turut Terlawan tidak terlampau 
disalahkan atau sengaja membantu Pelawan agar dirinya dapat 
diuntungkan dengan gugatan perlawanan pelawan, sebab secara 
sosiologi jika benar pelawan menyewa dengan nilai sangat pantastis 
yaitu 500 juta adalah hal yang tidak mungkin, sementara perjanjian 
sewa menyewa dilakukan di bawah tangan yang sangat beresiko. Dan 
kalaupun benar, seharusnya Pelawan menggugat turut Terlawan yang 
telah tidak berbuat jujur dan tidak beritikad baik dengan perbuatan 
melawan hukum. 
      Dipersidangan Pelawan telah mengajukan bukti Pelawan 4, 5 
dan 8, dimana terbukti bahwa Pelawan dan turut Terlawan telah 
melakukan perjanjian sewa yang dilakukan di bawah tangan sebelum 
dilakukan pembebanan hak tanggungan atas turut Terlawan I dan II 
kepada Pelawan. 
      Akta di bawah tangan merupakan perjanjian yang dibuat tanpa 
adanya peran Notaris, sedangkan akta autentik yang dibuat dalam 
bentuk formalitas yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh 
atau dihadapan Notaris. Kehadiran Notaris sebagai pejabat yang 
berwenang dalam momentum pembuatan perjanjian seringkali 
dianggap sebagai syarat agar perjanjian tersebut  dinilai „afdal‟ dan 
mengikat para pihak secara ketat. Padahal perjanjian tanpa kehadiran 
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Notaris tetap mengikat dan tetap berlaku bagi para pihak yang 
membuatnya. 
      Kedudukan atas akta notaris sebagai pembuktian antara para 
pihak adalah : bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis 
dalam akta, bahwa peristiwa memang benar terjadi dan pembuktian 
bahwa benar dalam tanggal tersebut yang bersangkutan telah 
menghadap kepada pejabat yang berwewenang. Sebagai alas hukum 
yang sempurna, keabsahan akta autentik tidak lagi diperdebatkan 
berdasarkan tafsiran masing-masing pihak. Berbeda dengan kekuatan 
pembuktian akta di bawah tangan, yang kebenaranya dapat didalilkan 
oleh pihak yang bersengketa dan kebenaranya bergantung pada 
interpretasi hakim. Sehingga dengan melakukan pembuatan akta 
autentik di Notaris, para pihak tidak dapat berdalih pada saat 
pembuktian nantinya bila timbul permasalahan dikemudian hari. 
      Sesuai dengan kenyataan-kenyataan tersebut di atas, maka 
kedudukan pelawan sebagai penyewa yang baik tidak dapat 
dilindungi, akrena disamping perjanjian sewa tersebut tidak dilakukan 
di hadapan notaris dan melanggar asas ketertiban hukum, juga 
pertanggungjawaban atas kerugian Pelawan adalah bukan kepada 
Terlawan tetapi seyogyanya menjadi tanggung jawab turut Terlawan I 
dan II bukan kepada Terlawan, sebab kerugian yang terjadi dan 
diderita oleh Pelawan diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum 
yang dilakukan oleh turut Terlawan. 
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     Sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, 
eksepsi terlawan yang menyatakan Pelawan tidak memiliki kapasitas 
(legal standing) untuk mengajukan “derden verzet” partij derden atas 
objek sita dimaksud. Dengan demikian gugatan perlawanan yang 
diajukan oleh Pelawan harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya 
perlawanan Pelawan tidak dapat diterima “niet ont vankelije 
verklaard” atau NO, 
   Di dalam eksepsi “kewenangan absolut” dimana Terlawan 
menunjuk kepada sengketa “sewa menyewa” antara Pelawan dengan 
turut Terlawan adalah tidak tepat, sebab yang dipersoalkan oleh 
Pelawan adalah “keberatan atas eksekusi yang dimohonkan oleh 
Terlawan”, sehingga karenanya, kalau yang dipersoalkan “perlawanan 
eksekusi” adalah sudah tepat, karena perlawanan eksekusi di dalam 
perkara ekonomi syariah, adalah merupakan kewenangan mutlak 
Pengadilan Agama. 
      Terhadap eksepsi “obscur libel” karena pemeriksaan ini belum 
memasuki pokok perkara, maka menurut Majelis Hakim eksepsi 
tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan dikesampingkan. 
       Terhadap hal-hal surat maupun bukti yang tidak 
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam putusan ini, karena 
terhadap hal itu dianggap tidak relevan, maka Majelis Hakim 
menyatakan dikesampingkan. 
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     Karena Pelawan sebagai pihak yang dikalahkan, maka Pelawan 
haruslah secara hukum dibebani untuk membayar seluruh ongkos 
perkara (Pasal 192 Rbg/181 HIR). 
Mengingatkan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum 
syarat-syarat yang bersangkutan dengan perkara ini. 
Mengadili : 
Dalam eksepsi  
- Mengabulkan eksepsi Terlawan 
- Menolak perlawanan pelawan atau setidak-setidaknya 
perlawanan Pelawan tidak dapat diterima 
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini 
sejumlah Rp. 1.367.xxx,- (satu juta tiga ratus enam puluh tujuh 
ribu rupiah)
1
 
 
B. Kelebihan dan Kekurangan Penyelesaian Eksekusi Hak Tanggungan di 
Pengadilan Agama Klaten 
      Ada beberapa keunggulan dan kekurangan Peradilan Agama dalam 
menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Keunggulanya yaitu: pertama, 
pengadilan agama memiliki SDM yang sudah memahami permasalahan 
syari‟ah, meskipun masih perlu upaya peningkatan wawasan dan pengetahuan 
mereka melalui pendidikan dan pelatihan secara berkala. Kedua, Peradilan 
                                                          
1
 Putusan Pengadilan Agama Klaten No. 0815/Pdt.G/2018. 
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Agama memiliki hukum materiil yang cukup memadai, khususnya yang 
berkaitan dengan ekonomi syariah, di antaranya berupa kitab-kitab fiqh 
mu’amalah yang dalam penerapanya kontekstual. Ketiga, keberadaan 
Pengadilan Agama hampir meliputi semua wilayah kabupaten dan kotamadya 
di seluruh wilayah Indonesia dan sebagian besar telah mengaplikasikan 
jaringan tekhnologi informasi berbasis internet. 
      Disamping itu kelebihan maka berikut beberapa kekurangan Peradilan 
Agama di dalam menjalani peranya sebagai lembaga litigasi yang berwenang 
menyelesaikan sengketa ekonomi syari‟ah . Pertama, kurangnya sosialisasi 
dari Pengadilan Agama terhadap semua kalangan masyarakat. Kedua, belum 
adanya pelatihan professionalitas kehakiman dan panitera di bidang Hukum 
Ekonomi Syariah (HES).
2
 Ketiga, belum adanya diklat keprofesian Hukum 
Ekonomi Syariah (HES). 
  
                                                          
       
2
 Abdul Wahab, Hakim Anggota, dalam sidang sengketa ekonomi syari‟ah 25 june 2019 WIB. 
Dikutip dengan ijin. 
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BAB V 
KESIMPULAN 
A. Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut : 
Pelawan bukanlah sebagagai pemegang hak milik atas objek eksekusi, sebab 
bagaimana penegas Putusan MA No. 3089k/PDT/1991 yang menjelaskan, sita 
eksekusi yang diletakan di atas hak milik pihak ketiga, maka diberi hak kepada 
pemilik untuk mengajukan derden verzet. Seangkan kedudukan pelawan 
bukanlah pemilik objek sita, sehingga karenanya, pelawan tidak memiliki hukum 
(legal standing). Berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 
2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama, ditegaskan bahwa : “Pengadilan Agama bertugas dan 
berwewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat 
pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, 
waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.” 
Dalam eksepsi 
Mengabulkan eksepsi Terlawan, Menolak perlawanan pelawan atau setidak-
setidaknya perlawanan Pelawan tidak dapat diterima, Menghukum Pelawan untuk 
membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.367.xxx,- (satu juta tiga ratus enam 
puluh tujuh ribu rupiah). Keunggulan dan kekurangan Peradilan Agama dalam 
menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Keunggulanya yaitu pengadilan agama 
memiliki SDM yang sudah memahami permasalahan syari’ah. Kekurangan 
Peradilan Agama di dalam menjalani peranya sebagai lembaga litigasi yang 
berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah yaitu kuranganya 
sosialisasi ke masyarakat sekitar lingkungan Pengadilan Agama Klaten.   
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B. Saran 
1. Pihak Terlawan harus lebih mempersiapkan lagi alat bukti dalam 
perserikatan/perjanjian, karena itu bisa membantu perkara yang sudah masuk 
ke Pengadilan. 
2. PT BPR yang sudah bekerja sama dalam sewa menyewa seharusnya bisa di 
cek dahulu kebenaran tanah tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di 
inginkan (akta). 
3. Pihak Terlawan bisa menjadikan pelajaran, bahwa sengketa ini bukan sengketa 
yang sepele maka harus ada perjanjian di atas kertas dengan cara perjanjian di 
dalam catatan Notaris. 
4. Pihak yang memiliki tanah tidak seharusnya menjadikan satu objek tanah 
untuk dua transaksi. 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PUTUSAN
Nomor 0185/Pdt.G/2018/PA Klt.
ميحرلا نمحرلا هللا مسب
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan  Agama  Klaten  yang  memeriksa  dan  mengadili
perkara  tingkat  pertama  dalam “sengketa  ekonomi  syari’ah,
Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan "  telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara, antara:
Riyanto,  S.E., tempat  /  tanggal  lahir  :  Wonogiri,  5  Janari  1977,
Agama  Islam, pekerjaan  Wiraswasta, Laki-laki,
kewargaan Negara Indonesia,  beralamat di  Kampung
Baru  RT.007,  RW.002,  Kelurahan  Ngabeyan,
Kecamatan  Kartosuro,  Kabupaten  Sukoharjo.
Selanjutnya disebut sebagai PELAWAN I.
Melawan  :
PT. BPR Syariah Insan Madani, Beralamat di  Jalan Ahmad Yani
Nomor  183,  Kecamatan  Kartosuro,  Kabupaten
Sukoharjo, Cq. Sriwoto, Direktur Utama PT. BPR Syariah
Insan Madani, beralamat di Jalan Srikaya, Perum Dalem
Asri Rt. 01 Rw 21, Jaten, Jaten, Karang Anyar. Dalam
hal ini  diwakili  kuasa hukumnya : Teguh Suroso, S.H.
adalah  advokat  pada  kantor  Hukum  "Teguh  Suroso,
S.H." beralamat di Jl. Mayang Kartasura.  Jiwan, Rt 002
Rw  006,  Kelurahan  Ngeplak,  Kecamatan  Kartasura,
Kabupaten Sukoharjo. berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal  22  Februari  2018,  Selanjutnya  disebut
Penyita/Terlawan;
Moh. Soleh,  tempat /  tanggal lahir  KLaten, 7 April  1975,  Agama
Islam, pekerjaan  Wiraswasta, Laki-laki,  kewargaan
Negara Indonesia, beralamat di Jatirejo, Rt. 12 Rw. 05,
Desa  Sidowayah,  Kecamatan  Polanharjo,  Kabupaten,
Halaman 1 dari 19 Putusan No. 0185/Pdt.G.S/2018/PA.Klt.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Klaten.  Selanjutnya disebut sebagai,  Turut Terlawan
I.
Sri  Murwani,  tempat  /  tanggal  lahir  Klaten,  12  Agustus  1948,
Agama  Islam, pekerjaan  mengurus  rumah  tangga,
perempuan,  kewargaan Negara  Indonesia,  beralamat
di  Jatirejo,  Rt.  004  Rw.  002,  Desa  Sidowayah,
Kecamatan Polanharjo, Kabupaten, Klaten. Selanjutnya
disebut sebagai, Turut Terlawan II;
Dalam  hal  ini  di  dampingi  kuasa  hukumnya  :  Seno
Bangkit  Prakoso  S.H.,  advokat  pada  kantor  hukum
“Seno Bangkit Prakoso SH & Rekan” beralamat di Jalan
Mongonsidi III No. 9, Margorejo, Banjarsari, Surakarta,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Febrauari
2018. Selanjutnya disebut Turut Terlawan;
 
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara
ini;
Telah mendengar keterangan Pelawan dan Terlawan dan Turut
Terlawan serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;
DUDUK PERKARA
Menimbang,  bahwa  Pelawan dalam  surat   gugatan
perlawanannya  tertanggal  21  Januari  2018 yang  telah  didaftar  di
Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Klaten  dengan  Nomor
0185/Pdt.G/2018/PA.Klt.,  tanggal  24  Januari 2018,  mengemukakan
dalil-dalil yang pada pokoknya bermaksud sebagai berikut:
1. Bahwa  pelawan  tidak  pernah  mengetahui  adanya  sengketa
keperdataan  antara  terlawan  penyita  dengan  para  turut
terlawan tersita dalam perkara perdata permohonan eksekusi
No. 009/Eksekusi/2017/PA.KLT;
2. Bahwa pelawan juga tidak pernah digugat atau diikutsertakan
sebagai  Termohon  Eksekusi  oleh  Terlawan  Penyita  dalam
perkara perdata di Pengadilan Agama Klaten atas Permohonan
Halaman 2 dari 19 Putusan No. 0185/Pdt.G.S/2018/PA.Klt.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Eksekusi  No.  009/Eksekusi/2017/PA.KLT  dan  Permohonan
Eksekusi No. 011/Eksekusi/PA.KLT;
3. Bahwa sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut, secara
yuridis  tetap  berhak  mengajukan Perlawanan sesuai  dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 510
K/Pdt/2000 tanggal 27 februari 2001 yang menyatakan bahwa
“.....yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) atas
sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak
Tergugat, pemilik atau derden verzet.”;
4. Bahwa  Tanah  dan  rumah  yang  telah  diletakan  sita  jaminan
tersebut telah disewakan kepada Pelawan dengan itikat baik
sesuai dengan Perjanjian Sewa Menyewa antara Pelawan dan
Terlawan Tersita tertanggal 12 Januari 2013 sampai 12 Januari
2023 dengan nilai sewa sebesar Rp. 500.000.000,-,
5. Bahwa oleh karena gugatan Perlawanan pihak ketiga  (derden
verzet) ini diajukan dengan alasan hak milik dengan alat bukti
yang otentik, maka Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai
Pelawan yang baik dan benar (allgoed opposani) , Pelawan juga
mohon  agar  putusan  dalam  perkara  ini  dapat  dijatuhkan
dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (unitvoerbaar
bijvoorraad), walaupun para Terlawan melakukan upaya hukum
banding atau kasasi;
6. Bahwa Pelawan Eksekusi sebagai penyewa berdasarkan posita
Perlawanan No.  4  (empat)  di  atas  yang  beritikad baik  serta
melalui  cara-cara  yang sah menurut  hukum,  terhadap objek
sengketa di :
a. SHM  No.  338  seluas  1846  m2  atas  nama  Moh  Sholeh
beralamat  di  Sidowayah,  Polanharjo,  Klaten  (selanjutnya
disebut obyek sengketa);
Halaman 3 dari 19 Putusan No. 0185/Pdt.G.S/2018/PA.Klt.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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b. SHM  No.  1385  seluas  1352  m2  atas  nama  Sri  Murwani
beralamat  di  Sidowayah,  Polanharjo,  Klaten  (selanjutnya
disebut obyek sengketa);
c. SHM  No.  1386  seluas  601  m2  atas  nama  Sri  Murwani
beralamat  di  Sidowayah,  Polanharjo,  Klaten  (selanjutnya
disebut obyek sengketa);
7. Bahwa menurut  Hukum Privat  atau perdata  serta  ketentuan
yang masih berlaku, setiap sengketa perdata yang diajukan ke
Pengadilan  tidak  boleh  membawa  dampak  hukum  kepada
pihak  lain  yang  tidak  memiliki  kepentingan,  karena Pelawan
Eksekusi adalah Pelawan yang baik dan jujur dan tidak mau
tahu  tentang  persoalan  antara  Terlawan  dan  Turut  Terlawan
akan tetapi akibatnya Pelawan Eksekusi yang menjadi korban
yang dirugikan baik materil amupun moril;
8. Bahwa oleh karena itu layak kiranya Pelawan Eksekusi sebagai
pihak yang wajib dilindungi oleh hukum, karena telah dirugikan
secara sepihak tanpa pernah dilibatkan dalam suatu perkara
tentang  perkara  dimana  objeknya  adalah  sangat  berkaitan
dengan hak penyewa (Pelawan Eksekusi);
9. Bahwa dapat dipastikan adaya Pelawan eksekusi  merupakan
pihak  yang  memiliki  itikad  baik,  maka  dimohonkan  kepada
Majelis  Hakim  yang  menyidangkan  perkara  ini  agar
menyatakan bahwa Pelawan Eksekusi berhak menyewa pada
objek  sengketa  yang  beralamat  di  Sidowayah,  Polanharjo,
Klaten hingga tahun 2023 yang akan datang;
10. Bahwa untuk itu Pelawan Eksekusi mohon kepada Majelis
Hakim,  agar  membatalkan  atau  setidak  tidaknya
menagguhkan  Eksekusi  terhadap  harta  milik  para  Turut
Terlawan  Eksekusi  yaitu  tanah  bangunan  yang  terletak  di
Sidowayah, Polanharjo, Klaten;
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Maka berdasarkan segala apa yang gterurai diatas, sudilah kiranya
Majelis  Hakim  memeriksa  perkara  Pengadilan  Agama  Klaten
berkenan memutuskan:
PRIMAIR :
1. Menyatakan perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga adalah
tepat dan beralasan;
2. Menyatakan bahwa Pelawan Eksekusi berhak menyewa pada
objek  sengketa  yang  beralamat  di  Sidiwayah,  Polanharjo,
Klaten dari tanggal 12 Januari 2013 sampai 12 Januari 2023
3. Memerintahkan  untuk  membatalkan  atau  setidak  tidaknya
menangguhkan  Eksekusi  terhadap  harta  milik  para  Turut
Terlawan  Eksekusi  yaitu  tanah  bangunan  yang  terletak  di
Sidowayah, Polanharjo, Klaten;
4. Menghukum terlawan penyita dan para Terlawan tersita secara
tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;
5. Menyatakan  keputusan  ini  dapat  dijalankan  lebih  dahulu
meskipun timbul verzet atau banding.
Apabila Pengadilan Agama Klaten berpendapat lain, maka: 
 SUBSIDAIR :
Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex
aquo et bono)
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu,
Pelawan hadir sendiri dipersidangan, Terlawan  hadir di wakili kuasa
hukumnya:  Teguh Suroso, S.H. adalah advokat pada kantor Hukum
"Teguh  Suroso,  S.H."  berdasarkan  surat  kuasa  khusus  tanggal  22
Februari  2018.  Sedangkan  Turut  Terlawan  I  dan  Turut  Terlawan  II
hadir di wakili kuasa hukumnya : Seno Bangkit Prakoso S.H., advokat
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pada  kantor  hukum  “Seno  Bangkit  Prakoso  SH  &  Rekan”,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Febrauari 2018;
Bahwa,  dipersidangan  Hakim  Majelis  Hakim  telah  berusaha
mendamaikan piahak-pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;
Bahwa sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah memerintahkan
pihak-pihak  berperkara  untuk  melakukan  proses  mediasi  dengan
menunjuk Drs.  H.  Arif  Puji  Haryono,  S.H.,  M.Si.,  sebagai  mediator,
akan tetapi berdasarkan laporannya mediasi tidak berhasil/gagal;
Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Pelawan tersebut yang
isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;
bahwa atas gugatan Pelawan, Terlawan telah menyampaikan
eksepsi, yang pada pokoknya bermaksud sebagai berikut : 
Dalam Eksepsi
1. Bahwa Terlawan Penyita menolak dengan tegas seluruh dalil-
dalil yang diuraikan Pelawan, kecuali untuk hal-hal yang diakui
secara tegas;
2. Bahwa  Pelawan  tidak  memiliki  kedudukan  hukum (legal
standing)  dan  formulasi  pihak-pihak  yang  berperkara  dalam
gugatan Pelawan terdapat kekeliruan, rancu, dan tidak jelas.
Demikian  penegas  Putusan  MA  No.  3089k/PDT/1991  yang
menjelaskan,  Sita  Eksekusi  yang  diletakan  diatas  hak  milik
pihak ketiga memberi hak kepada pemilik untuk mengajukan
derden  verzet. Bahwa  pelawan  bukan  pemilik  atau  tidak
mempunyai alas hak atas objek Sita Eksekusi.
3. Bahwa gugatan Pelawan mengandung cacat formil yakni kabur
(obscuur libel), yang mana objek gugatan pelawan tidak jelas
maka  sudah  seharusnya  gugatan  tidak  dapat  diterima  atau
masuk  sebagai  putusan  NO  (Niet  Ontvankelijke  Verklaard).
Demikian dikemukakan dalam putusan MA No. 996k/PDT/1989
bahwa  derden  verzet  tidak  dapat  diajukan  terhadap  Sita
Eksekusi  dalam  perkara  perdata  yang  telah  mempunyai
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kekuatan hukum tetap. Sedangkan permohonan Eksekusi No.
009/Eksekusi/2017/PA.KLT  dan  permohonan  Eksekusi  No.
001/Eksekusi/2017/PA.KLT  yang  diajukan  Terlawan  penyita
adalah  atas  permohonan  Eksekusi  atas  dasar  sertifikat  hak
tanggungan  yang  adalah  putusan  yang  telah  berkekuatan
hukum tetap dan telah memiliki kekuatan Eksekutorial.
4. Bahwa  sudah  seharusnya  gugatan  Pelawan  tidak  dapat
diterima  atau  termasuk  sebagai  putusan  NO  (Niet
Ontvankelijke Verklaard), karena Pelawan tidak memiliki dasar
hukum  yang  jelas  baik  uraian  posita  maupun  petitumnya.
Pelawan  tidak  dapat  menguraikan  dengan  jelas  dasar
perjanjian  sewa  menyewa  antara  Pelawan  dengan  Turut
Terlawan Tersita  I dan Turut Terlawan Tersita II.
5. Bahwa berdasarkan uraian gugatan pelawan dan posita poin 4
maupun  dalam  petitum,  gugatan  Pelawan  telah  melanggar
kewenangan  absolut,  yang  seharusnya  gugat  tersebut
termasuk  gugat  Perdata  di  Pengadilan  Negeri  perkara
perjanjian sewa menyewa antara pelawan dan Turut Terlawan
Tersita I dan Turut Terlawan Tersita II.
Bahwa atas  eksepsi  Terlawan,  Pelawan telah  menyampaikan
jawaban, yang pada pokoknya bermaksud sebagai berikut :
1. Mana  jawaban  eksepsi
Pelawan???
Bahwa  atas  eksepsi  Terlawa,  Turut  Terlawan  juga  telah
menyampaikan jawaban,  yang pada pokoknya bermaksud sebagai
berikut : 
1. Bahwa benar turut Terlawan tidak pernah mengetahui adanya
sengketa keperdataan antara Terlawan (penyita) dengan para
turut  Terlawan  (tersita)  dalam  perkara  perdata  permohonan
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eksekusi  No.  009/Eksekusi/2017/PA.Klt  dan  permohonan
eksekusi No. 011/Eksekusi/2017/PA.Klt.;
2. Bahwa  benar  Pelawan  juga  tidak  pernah  digugat  atau
diikutsertakan  sebagai  Termohon  eksekusi  No.
009/Eksekusi/2017/PA.Klt  dan  permohonan  eksekusi  No.
011/Eksekusi/2017/PA.Klt.
3. Bahwa  para  turut  Terlawan  (Tersita)  membenarkan  Bahwa
Tanah dan rumag yang telah diletakan sita jaminan tersebut
telah  disewakan  kepada  Pelawan  dengan  itikad  baik  sesuai
perjanjian  sewa  menyewa  antara  Pelawan  dan  Terlawan
(tersita)  tanggal  12  Januari  2013  sampai  12  Januari  2023
dengan nilai  sewa  sebesar  Rp  500.000.000  (lima  ratus  juta
rupiah);
4. Bahwa benar pelawan eksekusi sebagai penyewa berdasarkan
posita perlawanan nomor 4 di atas yang beritikad baik serta
melalui  cara-cara  yang sah menurut  hukum,  terhadap objek
sengketa sebagai berikut: 
a. SHM No.  338 seluas  1846 m2 atas  nama Moh Sholeh
beralamat di Sidowayah, Polanharjo, Klaten (selanjutnya
disebut obyek sengketa);
b. SHM No. 1385 seluas 1352 m2 atas nama Sri Murwani
beralamat di Sidowayah, Polanharjo, Klaten (selanjutnya
disebut obyek sengketa);
c. SHM No.  1386 seluas  601 m2 atas  nama Sri  Murwani
beralamat di Sidowayah, Polanharjo, Klaten (selanjutnya
disebut obyek sengketa);
Sesuai dengan risalah panggilan untuk ditegur (aanmaning)
No.  009/Eksekusi/2017/PA.Klt.  tanggal  28  Desember  2017
sebab  Pelawan  eksekusi  telah  menyewa  objek  sengketa
tersebut dari tahun 2013;
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Bahwa  selanjutnya,  para  pihak  menyatakan  masing-masing
tetap dengan dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan tanggapan
apapun  lagi  dan  mencukupkan  dengan jawab  jinawab yang  telah
disampaikan; 
Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  eksepsinya,
Terlawan/Penyita  telah  mengajukan  bukti-bukti  surat  sebagai
berikut :
1. Tlw-1 SHM No. 338 seluas 1846 m2 atas nama Moh Sholeh
beralamat di Sidowayah, Polanharjo, Klaten
2. Tlw-2 SHM  No.  1385  seluas  1352  m2  atas  nama  Sri
Murwani beralamat di Sidowayah, Polanharjo, Klaten
3. Tlw-3 SHM No. 1386 seluas 601 m2 atas nama Sri Murwani
beralamat di Sidowayah, Polanharjo, Klaten
4. Tlw-4 Sertifikat  Hak  Tanggungan  Nomor  04731/2015
tanggal  31/8/2015  jo.  Akta  Pemberian  Hak
Tanggungan  Nomor  904/2015  tanggal  20/8/2015
atas SHM atas SHM Nomor 338, atasnama Ny. Hj. Sri
Murwani;
5. Tlw-5 Sertifikat  Hak  Tanggungan  Nomor  04726/2015
tanggal  27/8/2015,  jo.  Akta  Pemberian  Hak
Tanggungan  Nomor  891/2015  tanggal  14/8/2015
atas SHM atas SHM Nomor 338, atasnama Ny. Hj. Sri
Murwani;
6. Tlw-6 Sertifikat  Hak  Tanggungan  Nomor  04725/2015
tanggal  27/8/2015,  jo.  Akta  Pemberian  Hak
Tanggungan  Nomor  892/2015  tanggal  14/8/2015
atas SHM atas SHM Nomor 338, atasnama Ny. Hj. Sri
Murwani;
7. Tlw-7 Permohonan  Eksekusi  No.  002/PA.Ann/12/2017
tanggal 8 Desember 2017 dengan register perkara
eksekusi  perdata  No.  010/Eks/2017/PA.Klt.  tanggal
11 Desember 2017;
8. Tlw-8 Permohonan  Eksekusi  No.  003/PA.Ann/12/2017
tanggal 8 Desember 2017 dengan register perkara
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eksekusi  perdata  No.  009/Eks/2017/PA.Klt.  tanggal
11 Desember 2017
9. Tlw-9 Penetapan  Sita  Eksekusi  Nomor  009/Eksekusi/
2017/PA.KLt.  atasnama Termohon Eksekusi : Hj. Sri
Murwani dan H.M. Adjari
10
.
Tlw-10 Surat perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan
tertanggal  12 Januari  2013 antara Moh.  Soleh dan
Riyanto SE sesuai dalil no. 4 dalam posita gugatan
perlawanan Pelawan ;
Bukti-bukti  tersebut  telah  diperiksa  serta  dicocokan  dengan
aslinya dan bukti-bukti tersebut bermeterai cukup.
Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  bantahannya,  Pelawan
telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :
1. Plw-1 SHM No.  338  seluas  1846 m2 atas  nama Moh
Sholeh  beralamat  di  Sidowayah,  Polanharjo,
Klaten
2. Plw -2 SHM No.  1385  seluas  1352  m2 atas  nama  Sri
Murwani  beralamat  di  Sidowayah,  Polanharjo,
Klaten
3. Plw -3 SHM  No.  1386  seluas  601  m2  atas  nama  Sri
Murwani  beralamat  di  Sidowayah,  Polanharjo,
Klaten
4. Plw -4 Surat  perjanjian  sewa  menyewa  tanah  dan
bangunan  tertanggal  12  Januari  2013  antara
Moh. Soleh dan Riyanto SE ;
5. Plw -5 Kwitansi penerimaan uang sewa ditanda tangani
Moh Soleh dan Suprapti. Tanggal 12 Januari 2013;
6. Plw -6 KTP atasnama Moh. Soleh;
7. Plw -7 KTP atasnama Sri Muwarni
8. Plw -8 Jawaban  Turut  Terlawan   atas  perkara  yang
sedang berjalan, tanggal 4 Juli 2018;
Bahwa untuk Turut Terlawan tidak ada mengajukan bukti-bukti;
Bahwa  selanjutnya  pihak-pihak  telah  menyatakan  cukup  dan
tidak  akan  mengajukan  bukti  apapun  lagi  dalam  eksepsi.  Untuk
menyingkat  uraian dalam  putusan ini,  maka semuanya  yang  telah
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dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap
telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam
putusan ini.
PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Pelawan
sebagaimana tersebut di atas;
Dalam Eksepsi
Menimbang,  bahwa  sebelum  majelis  hakim
mempertimbangkan  pokok  perkara,  majelis  hakim  akan
mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi Terlawan;
Menimbang,  bahwa  eksepsi  Terlawan  pada  pokoknya
bermaksud sebagai berikut: 
1. Bahwa Pelawan bukanlah  sebagai  pemegang hak  milik  atas
objek eksekusi, sebab sebagaimana penegas Putusan MA No.
3089k/PDT/1991 yang menjelaskan, bahwa sita eksekusi yang
diletakan  di  atas  hak  milik  pihak  ketiga,  maka  diberi  hak
kepada pemilik untuk mengajukan  derden verzet.  Sedangkan
kedudukan  Pelawan  bukanlah  pemilik  objek  sita,  sehingga
karenanya,  Pelawan  tidak  memiliki  kedudukan  hukum (legal
standing);
2. Bahwa gugatan Pelawan mengandung cacat formil yakni kabur
(obscuur libel), yang mana objek gugatan pelawan tidak jelas
maka  sudah  seharusnya  gugatan  tidak  dapat  diterima  atau
masuk  sebagai  putusan  NO  (Niet  Ontvankelijke  Verklaard).
Demikian dikemukakan dalam putusan MA No. 996k/PDT/1989
bahwa  derden  verzet  tidak  dapat  diajukan  terhadap  Sita
Eksekusi  dalam  perkara  perdata  yang  telah  mempunyai
kekuatan hukum tetap. Sedangkan permohonan Eksekusi No.
009/Eksekusi/2017/PA.KLT  dan  permohonan  Eksekusi  No.
001/Eksekusi/2017/PA.KLT  yang  diajukan  Terlawan  penyita
adalah  atas  permohonan  Eksekusi  atas  dasar  sertifikat  hak
tanggungan  yang  adalah  putusan  yang  telah  berkekuatan
hukum tetap dan telah memiliki kekuatan Eksekutorial.
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3. Bahwa  sudah  seharusnya  gugatan  Pelawan  tidak  dapat
diterima atau termasuk sebagai utusan NO (Niet Ontvankelijke
Verklaard),  karena Pelawan tidak memiliki dasar hukum yang
jelas  baik  uraian  posita  maupun  petitumnya.  Pelawan  tidak
dapat  menguraikan  dengan  jelas  dasar  perjanjian  sewa
menyewa antara Pelawan dengan Turut Terlawan Tersita  I dan
Turut Terlawan Tersita II.
4. Bahwa berdasarkan uraian gugatan pelawan dan posita poin 4
maupun  dalam  petitum,  gugatan  Pelawan  telah  melanggar
kewenangan  absolut,  yang  seharusnya  gugat  tersebut
termasuk  gugat  Perdata  di  Pengadilan  Negeri  perkara
perjanjian sewa menyewa antara pelawan dan Turut Terlawan
Tersita I dan Turut Terlawan Tersita II.
Menimbang,  Bahwa terlepas dari  keberatan-keberatan yang
disampaikan  Pelawan  dan  Turut  Terlawan,  Majelis  Hakim  akan
mempertimbangkannya demikian;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-
Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  perubahan  atas  Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ditegaskan
bahwa :  "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus,  dan  menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama  antara
orang-orang  yang  beragama  Islam  di  bidang: perkawinan; waris;
wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq;shadaqah; dan ekonomi syari'ah."
Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “ekonomi
syari’ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan
menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi:  a. bank syari’ah; b.
lembaga  keuangan  mikro  syari’ah;  c.  asuransi  syari’ah;  d. 
reasuransi  syari’ah; e. reksa dana syari’ah; f. obligasi  syari’ah dan
surat berharga berjangka menengah syari’ah; g. sekuritas syari’ah;
h. pembiayaan  syari’ah;  i. pegadaian  syari’ah;  j.  dana  pensiun
lembaga keuangan syari’ah; dan k. bisnis syari’ah."
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Menimbang, bahwa sengketa ekonomi syariah, dapat terjadi
dalam bentuk sengketa : antara kreditur dan debitur, sengketa akad,
sengketa  perbuatan  melawan  hukum,  sengketa  wanprestasi,
pernyataan  pailit,  eksekusi,  perlawanan  eksekusi  dan  lain-lain
sebagai turutannya;
Menimbang,  bahwa  sengketa  ini  adalah  “perlawanan
eksekusi” atau derden verzet, maka dengan demikian berlandaskan
kepada  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  si  atas,  segala
penyelesaian sengketa "ekonomi syari'ah"  dan turutannya termasuk
di  dalamnya  keberatan  atas  eksekusi  (derden verzet)  merupakan
kewenangan pengadilan  agama dan untuk itu  Pengadilan Agama
Klaten berwenang mengadili perkara ini;
Menimbang,  Bahwa  perihal  eksepsi  Terlawan  yang
menyatakan : “Pelawan bukanlah sebagai pemegang hak milik atas
objek  eksekusi,  sebab  sebagaimana  penegas  Putusan  MA  No.
3089k/PDT/1991  yang  menjelaskan,  bahwa  sita  eksekusi  yang
diletakan di  atas  hak  milik  pihak  ketiga,  maka diberi  hak  kepada
pemilik  untuk  mengajukan  derden  verzet.  Sedangkan  kedudukan
Pelawan bukanlah pemilik objek sita, sehingga karenanya, Pelawan
tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), maka terhadap hal
itu akan  dipertimbangkan demikian;
Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat 6
HIR,  :  “Perlawanan  pihak  ketiga  terhadap  sita  eksekusi  atau  sita
jaminan hanya dapat diajukan atas dasar hak milik atau pemegang
hipotik.  Jadi  hanya  dapat  diajukan  oleh  pemilik  atau  orang  yang
merasa bahwa ia  adalah pemilik  barang yang disita  dan diajukan
kepada  ketua  pengadilan  agama/mahkamah  syari’ah  yang  secara
nyata menyita.” Maksudnya adalah pemegang hak harus dilindungi
dari  suatu  (sita)  eksekusi  dimana  pemegang  hak  tersebut  bukan
sebagai pihak dalam perkara antara lain pemegang hak pakai, guna
bangunan,  hak  tanggungan,  hak  sewa  dan  lain-lain,  sepanjang
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beritikad baik dan tidak didasarkan atas dasar kebohongan “arest”
dan “tipu daya”.
Menimbang, Bahwa dalam perlawanan pihak ketiga tersebut,
disamping  harus  berkedudukan  sebagai  pemegang  hak  milik,
pelawan juga harus dapat membuktikan bahwa barang yang disita
itu adalah miliknya, dan jika ia berhasil membuktikan, maka ia akan
dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan
untuk diangkat. Akan tetapi jika pelawan tidak dapat membuktikan
bahwa ia adalah pemilik dari barang yang disita maka pelawa  akan
dinyatakan sebagai  pelawan yang tidak benar atau pelawan yang
tidak  jujur,  dan  sita  akan  dipertahankan.  Demikian  halnya,  jika
perlawanan  pihak  ketiga  yang  diajukan  oleh  istri  atau  suami
terhadap hata bersama yang disita, tidak dibenarkan, karena harta
bersama selalu merupakan jaminan untuk pembayaran utang istri
atau suami yang terjadi dalam perkawinan yang harus ditanggung
bersama.
Menimban  Bahwa  berdasarkan  bukti-bukti  eksepsi  yang
diajukan oleh Terlawan (PT Bank Perkreditan Syariah Insani Madani)
berupa bukti Tlw. 1 s.d. Tlw. 10, ditemukan fakta sebagai berikut: 
- Bahwa berdasarkan bukti Tlw. 1, 2 dan 3 bukti tersebut sesuai
dengan  bukti  Plw.  1,2  dan  3,  terbukti  pemilik  objek  sita
sebagaimana tertera di dalam SHM 338, 1385 dan 1386, adalah
Hj. Sri Murwani;
- Bahwa berdasarkan bukti Tlw. 4, 5 dan 6, terbukti objek sengketa
berada dalam jaminan yang dibebani Hak Tanggungan atas utang
Turut Terlawan I dan II kepada PT BPR Syariah Insani Madani;
- Bahwa bukti  Plw.  7,8  dan 9  merupakan bukti  bahwa terhadao
objek gugatan Perlawanan sedang dalam peoses penyitaan oleh
Pengadilan Agama Klaten;
Menimbang,  Bahwa  berdasarkan  kenyataan-kenyataan
tersebut  di  atas,  dapat  disimpulkan  “bahwa  Pelawan  bukanlah
pemilik objek sita, karena sesungguhnya pemilik objek sita adalah
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Turut  Terlawan  I  dan  II,  dimana  atas  objek  sita  tersebut  terbukti
sedang dalam jaminan utang kepada Terlawan;
Menimbang,  bahwa  bagaimana  dengan  kedudukan
“perjanjian sewa-menyewa atas objek sita antara Pelawan dengan
Turut  Terlawan?  Terhadap  hal  itu  Majelis  Hakim  akan
mempertimbangan demikian;
Menimbang,  bahwa  Turut  Terlawan  sendiri  di  dalam
jawabannya  menyatakan  “tidak  pernah  mengetahui  adanya
sengketa  keperdataan  antara  Terlawan  Penyita  dengan  Pelawan”,
adalah hal yang mustahil, sebab perkara ini dijalankan dengan relaas
panggilan  bahkan  Turut  Terlawan  sendiri  menerima  panggilan
dimaksud. Jadi dengan demikian menurut Majelis Hakim, ini adalah
alibi  agar Turut  Terlawan tidak terlampau disalahkan atau sengaja
membantu Pelawan agar dirinya dapat diuntungkan dengan gugatan
perlawanan  Pelawan,  sebab  secara  sosiolgi  jika  benar  Pelawan
menyewa dengan nilai  sangat pantastis  yaitu 500 juta adalah hal
yang tidak mungkin, sementara perjanjian sewa menyewa dilakukan
di  bawah  tangan  yang  sangat  beresiko.  Dan  kalaupun  benar,
seharusnya  Pelawan  menggugat  Turut  Terlawan  yang  telah  tidak
berbuat jujur dan tidak beritikad baik dengan perbuatan melawan
hukum;
Menimbang,  bahwa  dipersidangan  Pelawan  telah
mengajukan  bukti  Pelawan  4,5  dan  8,  dimana  terbukti  bahwa
Pelawan dan Turut Terlawan telah melakukan perjanjian sewa yang
dilakukan  di  bawah  tangan  sebelum  dilakukan  pembebanan  hak
tanggungan atas hutang Turut Terlawan I dan II kepala Pelawan; 
Menimbang,  bahwa  Akta  di  bawah  tangan  merupakan
perjanjian yang dibuat tanpa adanya peran Notaris, sedangkan akta
autentik  dibuat  dalam  bentuk  formalitas  yang  ditentukan  oleh
undang-undang,  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  Notaris.  Kehadiran
Notaris  sebagai  pejabat  yang  berwenang  dalam  momentum
pembuatan  perjanjian  seringkali  dianggap  sebagai  syarat  agar
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perjanjian  tersebut  dinilai  ‘afdal’  dan mengikat  para  pihak  secara
ketat.  Padahal  perjanjian  tanpa  kehadiran  Notaris  tetap  mengikat
dan tetap berlaku bagi para pihak yang membuatnya.
Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris, wewenang utama Notaris sebagai seorang
pejabat  umum terletak  pada  pembuatan  akta  autentik  mengenai
semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh
Undang-Undang  atau  yang  dikehendaki  oleh  pihak  yang
berkepentingan. Wewenang lain dari jabatan notaris juga tercantum
dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b, yakni bahwa notaris memiliki
kewenangan  mengesahkan  tanda  tangan  serta  menetapkan
kepastian tanggal akta di bawah tangan (legalisasi) dan kewenangan
untuk membukukan surat di bawah tangan (registrasi).
Menimbang,  bahwa  kedudukan  atas  akta  notaris  sebagai
pembuktian  antara  para  pihak  adalah  :   bahwa  mereka  sudah
menerangkan apa yang ditulis dalam akta, bahwa peristiwa memang
benar terjadi, dan pembuktian bahwa benar dalam tanggal tersebut
yang  bersangkutan  telah  menghadap  kepada  pejabat  yang
berwenang.  Sebagai  alas  hukum yang sempurna,  keabsahan akta
autentik tidak dapat lagi diperdebatkan berdasarkan tafsiran masing-
masing pihak. Berbeda dengan kekuatan pembuktian akta di bawah
tangan,  yang  kebenarannya  dapat  didalilkan  oleh  pihak  yang
bersengketa dan kebenarannya bergantung pada interpretasi hakim.
Sehingga  dengan melakukan pembuatan  akta  autentik  di  Notaris,
para pihak tidak dapat berdalih pada saat pembuktian nantinya bila
timbul permasalahan dikemudian hari.
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  kenyataan-kenyataan
tersebut di atas, maka kedudukan pelawan sebagai penyewa yang
baik  tidak  dapat  dilindungi,  karena  disamping  perjanjian  sewa
tersebut  tidak  dilakukan  di  hadapan  notaris  dan  melanggar  asas
ketertiban hukum, juga pertanggungjawaban atas kerugian Pelawan
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adalah bukan kepada Terlawan tetapi seyogyanya menjadi tanggung
jawab Turut Terlawan I dan II bukan kepada Terlawan, sebab kerugian
yangvterjadi dan diderita oleh Pelawan diakibatkan oleh Perbuatan
Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Terlawan; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, eksepsi Terlawan yang menyatakan Pelawan tidak
memiliki  kapasitas  (legal  standing)  untuk  mengajukan  “derden
verzet,  partij  verzet  atas  objek  sitta  dimaksud.  Dengan  demikian
gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan harus dinyatakan
ditolak  atau  setidak-tidaknya  perlawanan  Pelawan  tidak  dapat
diterima "niet ont vankelijke verklaard" atau NO;
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi “kewenangan absolut”
dimana   Terlawan  menunjuk  kepada  sengketa  “sewa  menyewa”
antara  Pelawan  dengan  Turut  Terlawan  adalah  tidak  tepat,  sebab
yang  dipersoalkan  oleh  Pelawan  adalah  “keberatan  atas  eksekusi
yang dimohonkan oleh Terlawan”, sehingga karenanya, kalau yang
dipersoalkan  “perlawanan  eksekusi”  adalah  sudah  tepat,  karena
perlawanan  eksekusi  di  dalam  perkara  ekonomi  syariah,  adalah
merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Agama;
Menimbang,  bahwa terhadap eksepsi  “obscur libel”,  karena
pemeriksaan  ini  belum  memasuki  pokok  perkara,  maka  menurut
Majelis Hakim eksepsi tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan
dikesampingkan;
Menimbang, bahwa terhadap hal-hal baik surat maupun bukti
yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam putusan ini,
karena terhadap   hal itu dianggap tidak relevan, maka Majelis Hakim
menyatakan dikesampingkan;
Menimbang,  bahwa  karena  Pelawan  sebagai  pihak  yang
dikalahkan,  maka Pelawan haruslah secara hukum dibenani  untuk
membayar seluruh ongkos perkara (Pasal 192 Rbg/181 HIR).
Mengingat  segala  peraturan  perundangan yang  berlaku  dan
hukum syara" yang bersangkutan dengan perkara ini;
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M E N G A D I L I :
Dalam Eksepsi
- Mengabulkan eksepsi Terlawan;
- Menolak  perlawanan  Pelawan  atau  setidak-tidaknya
perlawanan pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum  Pelawan  untuk  membayar  biaya  perkara  ini
sejumlah Rp.1.367.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh tujuh
ribu rupiah);  
Demikian  putusan  ini  di jatuhkan  di  dalam  musyawarah
Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten, pada hari Rabu tanggal 5
September  2018 oleh  kami  :  Dr.  Agus  Yunih,  S.H.,MHI.  sebagai
Hakim Ketua,  Dra. Hj. Ismiyati, S.H.  dan  Drs. Ahmad Wahib, S.H.,
M.H., masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota.  Putusan  tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  itu juga
oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri hakim-hakim anggota
tersebut  serta  dibantu  oleh  Uswatun  Chasanah,  S.H., sebagai
Panitera Pengganti,  serta  dihadiri  pula  oleh  Pelawan /  kuasanya,
Terlawan/kuasanya, diluar hadirnya Turut Terlawan  I dan II;
Ketua,
ttd
Dr. Agus Yunih, S.H., M.H.I. 
Anggota,
ttd
Dra. Hj. Ismiyati, S.H.
Anggota,
ttd
Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H.
Panitera,
ttd
Drs. Aziz Nur Eva
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Rincian Biaya Perkara : 
1. Biaya pendaftaran : Rp.      30.000,-
2. Biaya  proses : Rp.      50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp.  1.276.000,-
4. Redaksi putusan : Rp.        5.000,-
5. Meterai : Rp.        6.000,-
___________________
Jumlah : Rp.1.367.000,- (satu juta tiga ratus 
enam puluh tujuh ribu rupiah) ;
Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA KLATEN
Drs. Aziz Nur Eva
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